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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda. 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf 

Latin: 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Tsa Ts te dan sa ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dzal Dz de dan zet ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ظ
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 Shad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain „ koma terbalik ke atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

 Ha H Ha ىّ

 Hamzah   Apostrof ء

ً Ya Y Ye 

 

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 

pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‟). 

 

1. Vokal 

a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A اَ 

 Kasrah I I اِ 

 Dhomma U U اُ 

b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ٌْ  Fathah dan Ya Ai a dan i ىَ

 Fathah dan Wau Au a dan u ىَوْ 

Contoh : 

َْفَ   Kaifa: كَ

 Haula : حَوْلَ 

2. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ىٌَ / ىَا
Fathah dan Alif 

atau ya 
Ā a dan garis di atas 

 ٌْ  Kasrah dan Ya Ī i dan garis di atas ىِ

 Kasrah dan Wau Ū u dan garis di atas ىوُ

Contoh : 

 māta : ياث

 ramā : ريي

 qīla :   لَم
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 yamūtu : ًٍوث

3. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua: 

a. Tamarbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah [t]. 

b. Tamarbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh : 

 rauḍahal-jannah atau rauḍatul jannah : رَوْضَتُ انجََُّتِ 

ٍَُْتُ انْفَاضِهَتِ  دِ ًَ  al-madīnahal-fāḍilah atau al-madīnatulfāḍilah : انَْ

تُ  ًَ  al-hikmah :  انَْحِكْ

4. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh: 

اَ   Rabbanā : رَبَُّ

َُْاَ   Najjainā : ََجَّ

  al-haqq : انَْحَك   

 al-hajj : انَْحَج   

 nuʻʻima : َعُْىَ  

 ʻaduwwun : عَدُو   



 

xv 

 

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ٌّ  .maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i) ,(ىِ

Contoh: 

  ٌ  ʻArabi (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby): عَرَبِ

  ٌ  ʻAli (bukan ʻAlyy atau ʻAly) : عَهِ

5. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‟arifah) لا

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

صُ  ًْ  al-syamsu (bukan asy- syamsu) : انَْشَ

نْسَنَتُ   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : انَسَّ

 al-falsafah : انفهَْطَفَتُ 

 al-bilādu : انَْبلَِادُ 

6. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah 

terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. Contoh: 

 ٌَ  ta‟murūna :  تَأيُْرُوْ

 ‟al-nau :  انَُّوعُ 

ء   ٌْ  syai‟un :  شَ

 Umirtu :  أيُِرْثُ 
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7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-

Qur‟an(dar Qur‟an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

 Contoh: 

Fīẓilālal-qur‟an 

Al-sunnahqablal-tadwin 

Al-ibāratbi „umum al-lafẓlābi khusus al-sabab 

8. Lafẓal-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudafilaih(frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

ٍُ اللهِ  ٍْ  billah     با الله  Dīnullah    دِ

Adapun tamarbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓal-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

تِ اللهِ  ًَ ٌْ رَحْ  Humfīrahmatillāh  ْىُْ فِ

9. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman 

ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, 
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digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan 

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital 

(Al-). 

 Contoh: 

Wa māMuhammadunillārasūl 

Inna awwalabaitinwudi„alinnāsilalladhībiBakkatamubārakan 

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafihal-Qur‟an 

Nasir al-Din al-Tusī 

AbūNasral-Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 

Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu) 

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd 

(bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū) 

B. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  =  subḥānahūwata„āla 

saw.  = ṣallallāhu „alaihi wasallam 

a.s.  =  „alaihi al- sallām 

H =  Hijriah 
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M  =  Masehi 

SM  =  Sebelum Masehi 

l.  =  Lahir tahun 

w.  =  Wafat tahun 

QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4 

HR  =  Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحت = ص

 بدوٌ   دو =   

 صهي الله عهَّ وضهى = صهعى

 طبعت = ط

 بدوٌ َاشر = ىٍ

 إني آذرْا / إني آذرِ = اند

 جسء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks 

referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: 

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang 

editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik 

untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. 

(tanpa s). 

Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari etalia). 

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan 

dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. 

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. 

Terj :  Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan 

karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya. 
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Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku 

atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku 

berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz. 
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ABSTRAK 

Nama : Tri Astuti 

NIM : 22202038741130011 

Judul Tesis             : Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas 

IB  Kelas Berbasis Maqāṣid Al-Sharīʻah dalam Menurunkan  

Angka Dispensasi Nikah  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tanggung jawab Pengadilan 

Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB dalam mengurangi jumlah dispensasi nikah. 

Permasalahan utama pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana perkembangan 

permohonan dispensasi nikah dari tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama 

Sidenreng Rappang  Kelas IB. 2) Faktor apa yang menyebabkan tingginya 

permohonan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng 

Rappang  Kelas IB. 3) Bagaimana responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng 

Rappang  Kelas IB dalam meminimalisir perkara disepensasi nikah.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bercorak field 

research dengan pendekatan yuridis empiris, dan teori hukum yang ada. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Berdasarkan data data dari tahun 2019 

hingga tahun 2023 sejak adanya perubahan UU No. 16 Tahun 2019 yang 

menetapkan batas usia perkawinan minimal menjadi 19 tahun, di tiap tahunya 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB telah mengalami penurunan 

signifikan dalam permohonan dispensasi nikah. Ini dicapai melalui program 

edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, kerja sama dengan instansi terkait, serta 

pengawasan yang ditingkatkan dari orang tua dan tokoh masyarakat untuk 

mengurangi perkawinan dini di Kabupaten Sidenreng Rappang. 2) Faktor-faktor 

yang menjadi penyebab tingginya angka dispensasi nikah di Kabupaten Sidenreng 

Rappang adalah faktor ekonomi, kurangnya pendidikan, serta norma sosial dan 

budaya yang masih kuat. Selain itu, kehamilan di luar nikah dan tekanan ekonomi 

keluarga juga berkontribusi signifikan terhadap tingginya permohonan dispensasi 

nikah. Kurangnya pengawasan dan edukasi dari orang tua terhadap anaknya juga 

memainkan peran penting dalam meningkatnya angka dispensasi nikah di daerah 

ini. 3) Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB juga 

sangat signifikan dalam pencegahan perkawinan anak. Peran Pengadilan Agama 

Sidenreng Rappang   Kelas IB di sini adalah memperketat pemeriksaan syarat-

syarat administrasi,melakukan penjelasan, menggali kehendak anak yang 

sebenarnya serta melihat maslahat dan mafsadat yang sebenarnya dari 

perkawinan anak. 

 

Kata Kunci: Dispensasi nikah,  Responsibilitas Hukum, Pengadilan Agama 

Sidenreng Rappang  Kelas IB . 
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ABSTRACT 

 

Name : Tri Astuti 

NIM : 22202038741130011 

Thesis Title             : Responsibility of Sidenreng Rappang Class IB Religious 

Court Based on Maqāṣid Al-Sharīʻah in Reducing the 

Marriage Dispensation Rate 

 

 

This research aims to evaluate the responsibility of the Sidenreng Rappang 

Class IB Religious Court in reducing the number of marriage dispensations. The 

main problems in this research are 1) What is the development of requests for 

marriage dispensation from 2019-2023 at the Class IB Sidenreng Rappang 

Religious Court. 2) What factors cause the high number of requests for marriage 

dispensation determinations at the Sidenreng Rappang Class IB Religious Court. 

3) What is the responsibility of the Sidenreng Rappang Class IB Religious Court 

in minimizing marriage dispensation cases.  

This research uses a type of qualitative research with a field research style 

with an empirical juridical approach, research carried out directly to find out the 

actual problems that occur, then it will be connected to applicable laws and 

regulations and existing legal theories. Data collection techniques in this research 

used observation, interviews and documentation. 

The results of this research are 1) Based on data from 2019 to 2023 since 

the amendment to Law no. 16 of 2019 which sets the minimum age limit for 

marriage to be 19 years, every year the Sidenreng Rappang Class IB Religious 

Court has experienced a significant decline in requests for marriage dispensation. 

This is achieved through educational programs, outreach to the community, 

collaboration with related agencies, as well as increased supervision from parents 

and community leaders to reduce early marriage in Sidenreng Rappang 

Regency.2) Factors that cause the high rate of marriage dispensation in Sidenreng 

Regency Rappang is a factor of economics, lack of education, and social and 

cultural norms that are still strong. Apart from that, out-of-wedlock pregnancies 

and family economic pressures also contribute significantly to the high number of 

requests for marriage dispensation. Lack of supervision and education from 

parents towards their children also plays an important role in the increasing 

number of marriage dispensations in this area. 3) The responsibility of the 

Sidenreng Rappang Class IB Religious Court is also very significant in preventing 

child marriage. The role of the Sidenreng Rappang Class IB Religious Court here 

is to tighten the examination of administrative requirements, carry out 

explanations, explore the child's true wishes and look at the real benefits and 

benefits of child marriage. 

  

Keywords: Marriage dispensation, Legal Responsibility, Sidenreng Rappang 

Class IB Religious Court 
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حثتجريد الب  
 
 
 

 تري أستوتي:    الإسم
 33001338741010111 :   رقم التسجيل

في  IB المعتمدةمسؤوليات المحكمة الدينية سيدينرنغ رابانغ  : موضوع الرسالة
 يالزواج الإعفاءتخفيض معدل 

  
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مسؤوليات محكمة سيدينرنغ رابانغ الدينية  
الات الإعفاء الزواجي. استخدم هذا البحث منهجًا نوعيًا في تقليل عدد ح IB المعتمدة

باستخدام أسلوب دراسة الحالة، تضمن مقابلات متعمقة مع القضاة وموظفي المحكمة، 
 .وكذلك العائلات والأزواج الذين تقدموا بطلب إعفاء زواجي

، حدث تغير كبير 1011إلى  1032( في الفترة من 3نتائج هذه الدراسة هي  
يشير هذا إلى  . IB الإعفاء الزواجي في محكمة سيدنرونغ رابانغ الدينية المعتمدة في طلب

حدوث تحول في آراء الناس حول قيم الزواج والعقبات التي يواجهونها في الوفاء بمتطلبات 
(  عوامل مثل التغيرات في بنية الأسرة وزيادة الحراك الاجتماعي وتطور المعايير 1الزواج. 

قافية  تلعب دوراً في هذا الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي وجود عوائق الدينية والث
( كما أن استجابة 1أمام الوفاء بمتطلبات الزواج إلى تشجيع الأفراد على طلب الإعفاء. 

مهمة جدًا في منع زواج الأطفال. ويتمثل  IB محكمة سيدينرنغ رابانغ الدينية المعتمدة
هنا في تشديد فحص المتطلبات الإدارية، وإجراء  IB تمدةدور المحكمة الدينية المع

التفسيرات واستكشاف الإرادة الحقيقية للطفل ورؤية المصلحة والمفسدة الحقيقية لزواج 
 الأطفال
  

 ونظرية المسؤولية القانونية ,الإعفاء الزواجي :الرائسيةالكلمات 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya yang melimpah, 

Indonesia memiliki beragam warisan budaya yang melibatkan berbagai elemen 

tradisional, berkomitmen untuk terus merawat dan mengembangkan tradisi 

pernikahan sebagai bagian integral dari warisan budayanya. Isu yang kerap 

muncul di tengah masyarakat Indonesia, fenomena yang umum terjadi adalah 

perkawinan pada usia muda.
1
 Pernikahan memiliki peran sangat vital dalam 

kehidupan manusia, terutama karena merupakan salah satu bentuk pranata sosial 

yang melegitimasi dan mengatur hubungan hukum antara seorang laki-laki dan 

dan seorang perempuan. Pernikahan dianggap sebagai bagian dari fitrah manusia 

yang mencari pasangan hidup untuk menemukan cinta dan membentuk pasangan 

hidup. Dari proses perkawinan tersebut, diharapkan dapat dibangun dasar yang 

kokoh untuk menciptakan kehidupan keluarga yang tenang dan damai.
2
 

Setiap orang perlu memikirkan dengan matang sebelum mengambil 

langkah atau tindakan, dan setiap pilihan yang diambil akan berdampak pada 

masa depan berdasarkan keputusan saat ini. Menyadari bahwa pernikahan bukan 

lagi topik yang sensitif di kalangan generasi muda. Maka, diperlukan pemahaman 

yang komprehensif terkait lembaga pernikahan. Selain itu, pemahaman mendalam 

                                                 
1
Nur Izah Fitriah, Abu Yazid Adnan Quthny, dan Imam Syafi‟i, "Dispensasi Nikah Pasca 

Terbit UU No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Probolinggo", dalam Jurnal Asy-Syukriyyah, 

Volume 24, No. 01, 2023, h.15. 
2
 Eni Siami Rohmah, "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur 

Bagi Pasangan Muda", dalam Jurnal Al-„Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, Volume. 8, 

No.2 2023,h.192 . 
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tentang persiapan pernikahan yang ideal bagi setiap pribadi juga menjadi hal yang 

penting. Jika pemikiran ini tidak berhasil diteruskan ke generasi muda, maka ada 

potensi terjadinya perilaku yang tidak terkendali dan bahkan kemungkinan 

terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, termasuk kehamilan di luar nikah.  

Pernikahan harus dipandang sebagai hubungan yang disucikan dan direncanakan 

sepenuhnya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. 

 Sesuai dengan pedoman peraturan perkawinan, perkawinan adalah suatu 

hubungan yang mendalam dan nyata antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan sebagai suatu pasangan, yang bertekad untuk membentuk keluarga 

yang bahagia dan langgeng dengan berlandaskan keyakinan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Dalam konteks ini, agama Islam mengatur kehidupan berumah tangga 

manusia melalui perkawinan, dan peraturannya diuraikan dalam bentuk norma 

yang dikenal sebagai hukum perkawinan.
3
 

Dalam perspaektif pernikahan dipandang sebagai hubungan sakral antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan didefinisikan oleh hukum 

Islam sebagai kontrak yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) di mana mengikuti 

perintah Allah dan melaksanakannya dianggap ibadah. Pernikahan juga diatur 

oleh norma-norma hukum yang dikenal sebagai hukum perkawinan. Jika gagasan 

ini tidak disampaikan secara efektif kepada generasi muda, ada potensi terjadinya 

perilaku pergaulan bebas dan bahkan kemungkinan timbulnya kehamilan yang 

tidak diinginkan, termasuk kehamilan di luar hubungan pernikahan. 

                                                 
3
 Siti Nur Amina, “Dampak Perubahan and Batas Usia", dalam Jurnal El-Thawalib‟, 

Volume 03.No.04, 2022, h.54. 
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebuah 

gambaran hokum Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia sejak awal 

berkeinginan memiliki hokum perkawinan yang resmi dan tertulis. Keinginan 

tersebut sudah muncul sejak penjajahan Belanda, penjajahan Jepang hingga masa 

kemerdekaan Indonesia. Terwujudnya hokum perkawinan di Indonesia baru 

terlaksana pada tahun 1974, ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974.
4
 

Negara Indonesia dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 

telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah 

satu diantaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: 

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan 

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun namun 

kemudian pada tahun 2019 pemerintah merevisi UU Perkawinan yaitu Undang-

undang No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) berbunyi : Perkawinan hanya diizinkan 

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun‖.
5
 

Pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan tentunya 

melalui berbagai pertimbangan. Hal ini bermaksud untuk memberikan regulasi 

yang jelas kepada kedua belah pihak pasangan suami istri supaya siap dalam 

menjalani pernikahan dari segi fisik, mental, dan psikis. Akan tetapi walaupun 

batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak 

                                                 
4
 Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulaw,  Hukum Perkawinan Di Indonesia (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1983).h.9 
5
 Agus Khalimi, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maslahah" dalam Jurnal Al Hukam, 

Volume 1 No.2/September 2021, h147. 
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dipatuhi sepenuhnya.
6
 Sebenarnya peraturan ini dibentuk untuk mendorong agar 

orang melangsungkan pernikahan diatas batas usia yang telah ditetapkan oleh 

negara.
7
 

Adanya perubahan UU No. 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan 

untuk perempuan yang semula berusia 16 tahun menjadi usia 19 tahun, bertujuan 

untuk menekan dan mencegah perkawinan usia dini. Akan tetapi setelah 

diadakannya amandemen pada pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 tentang 

perubahan mengenai batas minimal usia perkawinan, justru jumlah kasus 

permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan di seluruh Indonesia.
8
 Di 

Kabupaten Sidenreng Rappang sejak berlakunya perubahan UU No. 16 tahun 

2019 tentang batas usia perkawinan sempat mengalami peningkatan jumlah angka 

permohonan penetapan untuk dispensasi nikah, hal ini dapat ditunjukkan dalam 

tabel, sebagai berikut;
9
 

 

                                                 
6
 A Aviyati, „Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Dispensasi Nikah Di Pengadilan 

Agama Purworejo Tahun 2017-2020‟, dalam Jurnal NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan 

Sosial, Volume 9, No. 9 2022,h. 3531 
7
 Faisal Ahmad and others, „Analisis Kausalitas Dispensasi Nikah Di Ponorogo Terhadap 

Kehidupan Rumah Tangga Dalam Tinjauan", dalam Jurnal Maqashid Asy-Syariah‟, Volume 3, 

(2023), 1406. 
8
 Mujahid Assagaf, “ Pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Lingkungan 

Pengadilan Agama Tutuyan”, dalam Jurnal Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law,Volume 3 

No.1 2023, h.37.  
9
Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara”, 

Official Website Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ,diakses pada http: www. PA.Sidrap.go.id  
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Tabel 1. Data Permohonan Dispensasi Nikah 

Tahun Jumlah Permohonan Dispensasi 

2019 224 

2020 631 

2021 692 

2022 

2023 

543 

448 

(Sumber: Keadaan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama 

Sidenreng Rappang  Kelas IB) 

Tujuan utama perubahan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menjadi faktor-

faktor pertimbangan perubahan undang-undang pembatasan usia perkawinan lebih 

kepada melindungi  perempuan, karena usia 16 tahun dianggap belum mampu 

bagi seorang perempuan dalam kemampuan fisik maupun  mental untuk 

menghadapi permasalahan sosial karena di anggap masih masa pubertas.
10

 

Dalam pernikahan usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam 

kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan 

masih belum siap jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak 

jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara 

keduanya sehingga menimbulkan perceraian dan juga penyakit yang lain misalnya 

kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah 

ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) karena suami yang belum 

                                                 
10

 Noor Efendy, "Fenomena Dispensasi Nikah Untuk Melegalkan Nikah Usia Dini", 

dalam Jurnal An-Nahdhah: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, Volume 16, No.1 

2022,h 95. 
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memiliki finasial yang cukup untuk mememuhi kebutuhan ekonomi, hal itu 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga 

karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda. 
11

 

Berangkat dari persoalan di atas, peneliti terdorong untuk melakukan sebuah 

research dalam bentuk tesis seputar permohonan perkara dispensasi nikah 

tentunya melibatkan cara pandangan hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam 

menangani pengajuan perkara tersebut yang mana berupa pembahasan lebih 

mendalam terkait perlindungan hak-hak anak khususnya dalam kasus dispensasi 

kawin dengan mengangkat judul Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng 

Rappang Kelas IB Berbasis Maqāṣid Al-Sharīʻah Dalam Menurunkan Angka 

Dispensasi Nikah. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian merupakan batasan agar penelitian ini lebih jelas, 

sempurna, dan mendalam ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu peneliti 

memfokuskan tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan batas 

minimal usia kawin terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, kemudian 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka dispensasi nikah, selanjutnya 

responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam 

meminimalisir perkara disepensasi nikah di Kabupaten Sidenreng Rappang. 

                                                 
11

 Rudi Wagianto, “Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan 

Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif Maqasid asy-Syari‟ah”, dalam Jurnal Asy-Syari‟ah.  

Volume. 05 No.02, 2019 h. 290. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian pembahasan latar belakang di atas, maka yang 

akan dikaji lebih mendalam dari penelitian ini adalah bagaimana responsibilitas 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam menurunkan angka 

dispensasi nikah dengan sub permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan permohonan dispensasi nikah dari tahun 2019-

2023 di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB ? 

2. Faktor apa yang menyebabkan tingginya permohonan penetapan dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB ? 

3. Bagaimana responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB 

dalam meminimalisir perkara disepensasi nikah ? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui perkembangan permohonan dispensasi nikah dari tahun 

2019-2023 di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB. 

b. Untuk menegetahui faktor apa yang menyebabkan tingginya permohonan 

penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  

Kelas IB. 

c. Untuk mengetahui responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  

Kelas IB dalam meminimalisir perkara disepensasi nikah. 
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2. Kegunaan Penelitian 

1) Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui perkembangan 

permohonan dispensasi nikah dari tahun 2019-2023 di Pengadilan 

Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB. 

b.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor penyebab 

tingginya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng 

Rappang   Kelas IB. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui responsibilitas 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB dalam meminimalisir 

perkara disepensasi nikah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi yang relevan untuk penelitian lainnya. 

2) Kegunaan Praktis 

a. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan keilmuan tentang 

perkembangan permohonan dispensasi nikah dari tahun 2019-2023 di 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB. 

b. Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang 

faktor penyebab tingginya permohonan penetapan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB. 

c. Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang 

responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam 

meminimalisir perkara disepensasi nikah. 
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E. Manfaat/ Kegunaan Penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi 

yang signifikan bagi semua pihak, terutama dalam pengembangan khazanah 

pengkajian hukum Islam baik secara teoretis maupun praktis. Dengan demikian, 

beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

Dari segi teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang 

berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi acuan yang 

penting bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi metode penentuan 

nasab melalui pernikahan ulang. 

F. Garis Besar Isi Tesis 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pengembangan. Agar 

dapat memahami pokok-pokok dari tesis ini, berikut diuraikan garis besar isinya 

yang terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab sebagai berikut: 

2. BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai 

permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian dan 

deskripsi fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

garis besar isi tesis. 

3. BAB II Tinjauan Pustaka mencakup penelitian yang relevan dan analisis 

teoritis subjek, yang melibatkan teori maṣlaḥah, teori pertimbangan hakim, 

teori perubahan hukum, asas hukum, dan kerangka teoritis penelitian.  

4. BAB III Metode Penelitian akan membahas jenis dan pendekatan penelitian, 

paradigma penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, instrumen 
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penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik 

pengolahan dan analisis data, teknik pengujian keabsahan data. 

5. BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi perkembangan 

permohonan dispensasi nikah dari tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama 

Sidenreng Rappang  Kelas IB, Faktor menyebabkan tingginya permohonan 

penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas 

IB, responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB dalam 

meminimalisir perkara disepensasi nikah. 

6. BAB V Kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi merupakan bagian penutup 

dari penelitian ini. Bagian akhir tesis terdiri dari daftar pustaka, lampiran-

lampiran yang berupa surat izin penelitian, surat keterangan telah melakukan 

penelitian, dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan daftar 

riwayat hidup. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian  Relevan 

Sebelumnya, telah banyak penelitian yang membahas mengenai dispensasi 

nikah. Walaupun demikian, tidak semua argumennya identik, dan tentunya 

terdapat perbedaan di setiap penelitian. Meskipun penelitian-penelitian 

sebelumnya telah dilakukan, hal ini tidak mengindikasikan bahwa semua argumen 

memiliki kesamaan. Penelitian-penelitian sebelumnya tetap memiliki nilai dan 

manfaat yang signifikan. Peneliti memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya 

sebagai patokan dalam mengarahkan penelitiannya. Penelitian sebelumnya turut 

membantu peneliti dalam menetapkan langkah-langkah yang perlu diambil ketika 

merancang suatu penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan mengamati kesamaan 

dan perbedaan antara studi sebelumnya dan penelitian saat ini. 

 Evaluasi penelitian sebelumnya dilakukan untuk memastikan bahwa 

penelitian yang dilakukan oleh penulis di teliti dengan baik, dengan 

memperhatikan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini 

bertujuan untuk mendapatkan pemahaman umum tentang penelitian ini. 

Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dari perspektif 

akademis. Meskipun telah ada beberapa penelitian sebelumnya mengenai 

pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah untuk anak di bawah 

umur, penulis berusaha agar pembahasan kajiannya memiliki keunikannya sendiri. 

Secara spesifik, penelitian ini difokuskan pada elemen-elemen baru yang menjadi 
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pokok perhatian. Penelitian ini akan mengkaji hal-hal yang relevan dengan 

melibatkan diri dalam proses penelitian mendatang. 

Studi yang dilakukan oleh Ribhan Abd. M. Aso, Hilal Malarangan, dan 

Sahran Raden dengan judul “Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus Di 

Pengadilan Agama Palu”.
12

 Permasalahan yang menjadi fokus pembahasan 

adalah mengenai alasan masyarakat melakukan pernikahan pada rentang usia yang 

belum mencapai standar yang telah ditetapkan. Beberapa dari alasan tersebut 

mencakup kekhawatiran akan munculnya fitnah, kehamilan di luar pernikahan, 

pertimbangan ekonomi, aspek sosial, dan pertimbangan moral. 

Penelitian ini membahas situasi pernikahan dini yang tengah berlangsung 

dalam masyarakat saat ini, yakni pernikahan yang melibatkan individu yang 

belum memenuhi batasan usia yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai 

persyaratan sah dalam pernikahan. Studi ini memusatkan perhatian pada 

penjelasan di balik penghindaran karena pernikahan dini. Pengecualian adalah 

lisensi luar biasa yang diberikan oleh pengadilan untuk menikah sebelum usia 

yang disyaratkan secara sah. 

Penelitian ini mungkin telah dilakukan untuk memahami dinamika 

pernikahan usia dini di wilayah Palu, serta bagaimana pengadilan agama 

mengatasi masalah ini dengan memberikan dispensasi. Hasil dari penelitian ini 

dapat digunakan untuk memahami isu pernikahan usia dini dan upaya yang dapat 

diambil untuk mengatasi permasalahan ini. 

                                                 
12

 Ribhan Abd M. Aso, Hilal Malarangan, dan Sahran Raden, „Alasan Dispensasi Nikah 

Usia Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu )‟, Familia: Jurnal Hukum Keluarga, Volume 

01, Nomor 02, 2020 , h.141.  
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Kesamaan fokus dalam diskusi ini terletak pada dispensasi pernikahan, 

meskipun perbedaannya dengan penelitian sebelumnya oleh Ribhan Abd. M. Aso, 

Hilal Malarangan, dan Sahran Raden terdapat pada beberapa aspek. Perbedaan 

tersebut mencakup latar belakang masyarakat yang terlibat dalam perkawinan 

berada dalam kategori usia yang belum memenuhi batas yang ditentukan,  

hambatan yang dihadapi, dan langkah-langkah penyelesaiannya, serta pandangan 

masyarakat terhadap pemberian dispensasi pernikahan. Di sisi lain, penulis 

menyelidiki secara khusus konflik sosial yang muncul dalam perubahan hukum 

terkait penetapan dispensasi pernikahan, dan perbedaan signifikan terletak pada 

lokasi penelitian yang diambil sebagai fokus. 

Tinjauan logis yang dilakukan oleh Muhammad Choirurroziqin dengan 

judul " Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau dari Fiqh 

Madzhab Syafi‟i Studi di Pengadilan Agama Malang".
13

 Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan yuridis-Empiris. Hasil penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa Pertama, Alasan yang sering dikemukakan dan sekaligus 

masuk didalam pertimbangan hakim adalah, 1). kedua anak mereka sudah 

berpacaran sejak lama, dan orang tua merasa khawatir akan terjadinya hal-hal 

yang dilarang didalam agama, 2).calon mempelai perempuan sudah hamil terlebih 

dahulu akibat pergaulan yang terlalu erat dan berlebihan. kemudian terkait 

pandangan hakim dalam memutus perkata ditinjau menurut fiqh imam syafi„i, 

sebenarnya masih pro kontra, berdasarkan pernyataan imam syafi„i tersebut. 

                                                 
13

 M M Choir Choirurroziqin, "Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 

Ditinjau Dari Fiqh Madzhab Syafi„i (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)",dalam  

Journal of Family Studies, Volume 4, Nomor 3, Maret 2020, h125.  
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Jurnal yang ditulis oleh Agus Khalimi dkk, Mahasiswa Institut Agama 

Islam Negeri Pekalongan Tahun 2021 dengan judul : “Dispensasi Nikah Dalam 

Perspektif Maslahah” menjelaskan bahwa dalam mengadili perkara permohonan 

dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus mengemukakan pertimbangan dari 

berbagai aspek, seperti aspek syar„i, sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan. 

Perbedaan pada jurnal diatas dengan penelitian penulis yaitu analisis penelitian 

ditinjau dari perspektif maslahah dengan teori Maqaṣidu al Syari‟ah, sedangkan 

pada tesis penelitian yang akan dilakukan ditinjau perspektif sosiologis dengan 

menggunakan teori analysis legal reasoning, dalam melihat fenomena pengajuan 

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap dengan teori analisis 

softdevelopment.
14

 Kemudian dalam penelitian tersebut menurut Imam al-Syatibi 

membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan kepada tiga tingkatan, yaitu 

kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat dan kebutuhan tahsiniyat. 

Tingkatan pertama, kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang 

harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak 

terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di 

akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, 

yaitu hifzh al-din (memelihara agama), hifzh al-nafs (memelihara jiwa), hifzh al-

„aql (memelihara akal), hifzh al-nasl (memelihara keturunan), serta hifzh al- mal 

(memelihara harta).
15

 Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam 
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 Agus Khalimi dan Trianah Sofiani, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maslahah.‖ Al 

Hukkam”, dalam Jurnal Of Islamic Law, Volume1, No. 2/Oktober 2021, h.173. 
15

 Adiwarman Karim. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam", (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2004), h.321  
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diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan 

pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.  

Tingkatan kedua, kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, 

di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun 

akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. 

Adanya hukum rukhshah (keringanan) seperti bolehkan tidak berpuasa ketika 

dalam perjalanan atau sakit merupakan contoh dari kepedulian syariat Islam 

terhadap kebutuhan ini.  

Tingkatan ketiga, kebutuhan tahsiniyat yaitu tingkat kebutuhan yang 

apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di 

atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa 

kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat 

yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. 

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Pengadilan Agama 

akan mengambil keputusan apakah memberikan izin perkawinan pada usia yang 

belum mencapai batas tertentu sekaligus memastikan bahwa tindakan tersebut 

sesuai dengan norma moral dan hukum yang berlaku. 

Dalam bukunya yang berjudul "Penerapan Hukum Acara Perdata di 

Lingkungan Peradilan Agama," Abdul Manan membahas secara terperinci 

mengenai hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan agama. 

Ruang lingkup pembahasan mencakup formalitas dan prosedur upaya hukum, 

serta merinci persyaratan dan langkah-langkah yang harus diikuti oleh penggugat 

ketika mengajukan gugatan. Selain itu, buku ini juga membahas tata cara 
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pengajuan gugatan, dengan kemungkinan penjelasan tentang bagaimana seorang 

tergugat dapat melakukan pembelaan terhadap gugatan yang diajukan oleh 

penggugat. Aspek ini melibatkan respons hukum dan strategi untuk melindungi 

hak-hak mereka. 

Dalam jurnal berjudul "Tentang Perubahan Hukum Perkembangan Sosial 

Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan," 

Rusdaya Basri mengkaji pandangan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah mengenai 

perubahan hukum, khususnya dalam konteks perkembangan sosial hukum Islam 

di wilayah Pengadilan Agama Sulawesi Selatan. Pandangan Ibnu al-Qayyim al-

Jauziyyah mencakup variasi dan perubahan fatwa tergantung pada waktu, lokasi, 

kondisi, niat, dan kebiasaan. Konsep manfaat menjadi dasar penyesuaian fatwa 

hukum terhadap perubahan waktu, tempat, kondisi, dan adat istiadat di suatu 

daerah, sejalan dengan tujuan dan manfaat yang diinginkan oleh pembuat hukum 

Islam. Meskipun teori hukum Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tidak diungkapkan 

secara eksplisit, namun tetap diterapkan secara implisit dalam putusan atau 

penetapan hukum di Pengadilan Agama Sulawesi Selatan. Hakim 

mempertimbangkan situasi dan kondisi lokal secara tidak langsung saat 

memberikan putusan.
16
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B. Tinjauan Teori 

1. Teori Maqāṣid Al-Sharīʻah 

Dalam pengkajian hukum Islam idealnya adalah semua cara yang sesuai 

dan dibenarkan dapat digunakan untuk dijadikan sebagai metode penetapan status 

hukum suatu persoalan. Disebut demikian karena tujuan utama adanya hukum 

adalah tercapainya kemaslahatan universal pada setiap kalangan, bukan 

kemaslahatan hanya untuk orang perorang atau beberapa golongan orang. Namun 

kemaslahatan untuk setiap orang. Oleh karena itu jika suatu hukum dapat 

ditetapkan melalui suatu metode yang dengan metode itu dapat tercapai 

kemaslahatan sebagaimana yang menjadi tujuan seperti yang dikemukakan di atas 

maka berarti metode itulah yang digunakan, salah satunya seperti menggunakan 

maqāṣid al-sharīʻah sebagai metode.  

Maqāṣid al-sharīʻah terdiri atas dua kata yaitu maqāṣid dan al-sharīʻah. 

Kata maqāṣid bentuk jamak dari maqshad yang merupakan maksud atau tujuan, 

sedangkan al-sharīʻah mempunyai arti hukum-hukum Allah yang di tetapkan 

untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagian dunia dan akhirat. Maka 

demikian maqāṣid al-sharīʻah diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari 

suatu penetapan hukum. Kajian teori maqāṣid al-sharīʻah dalam hukum Islam 

sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di 

antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di 
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peruntukan oleh manusia.
17

 Nilai-nilai atau norma-norma yang mesti diperhatikan 

dalam menggali dan menemukan serta menetapkan ketentuan hukum Islam.  

Nilai-nilai atau norma-norma yang dimaksud tidak lain adalah berkaitan 

dengan maṣlaḥah dan mafsadah yang artinya maqāṣid al-sharī„ah pada dasarnya 

berperan untuk menentukan ketetapan-ketetapan dalam mendatangkan 

kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan atau kemudaratan. Oleh memahami 

tujuan akhir dari ditetapkannya hukum. Hal tersebut tentu untuk mencapai 

kemaslahatan atau kebaikan pada manusia baik di dunia atau pun di akhirat karena 

itu tidak salah jika dikatakan bahwa eksistensi maqāṣid alsharī„ah adalah untuk 

memahami tujuan akhir dari ditetapkannya hukum. Hal tersebut tentu untuk 

mencapai kemaslahatan atau kebaikan pada manusia baik di dunia atau pun di 

akhirat.  

Maqāsid al-Syari'ah adalah teori hukum Islam yang embrionya telah 

tumbuh sejak awal proses penentuan Hukum Islam itu sendiri dan selanjutnya 

disusun dengan baik dan dikembangkan oleh para ulama menurut masa tabi' 

tābi'in. Penyebutan maqāsid al-syari'ah memang dipopulerkan oleh seorang 

muslim Mazhab Maliki yang hidup pada abad ke-8 H, yaitu Abu Ishaq Al- 

Syatibi.
18

 

Al-Syatibi adalah seorang filosof hukum Islam yang berasal dari Spanyol. 

Dia memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-

Lakhmi al-Syatibi. Kapan dan di mana dia dilahirkan tidak diketahui secara pasti, 
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tetapi dia sering terkait dengan nama sebuah tempat di timur Spanyol, yaitu Sativa 

atau Syatiba dalam bahasa Arab. Al-Syatibi meninggal pada hari Selasa, 8 

Sya'ban tahun 750 H atau 1388 M dan dimakamkan di Granada.
19

 

Menempatkan maqāṣid al-sharī„ah pada posisi yang sangat penting adalah 

hal yang patut didukung, terlebih lagi jika melihat dari hasil pembacaan sejarah 

tentang keterlibatan maqāṣid al-sharī„ah dalam setiap ketetapan hukum. Namun 

persoalan yang justru muncul yakni ketika ingin menjadikan maqāṣid al-sharī„ah 

sebagai pemberi pertimbangan dan sekaligus sebagai metode penetapan hukum 

Islam. 

Persoalan tersebut adalah tentang konsep maqāṣid al-sharī„ah itu sendiri. 

Ada yang memahami maqāṣid al-sharī„ah hanya terkait dengan maksud atau 

tujuan ditetapkannya hukum dan keterkaitan ini adalah sesuai dengan makna 

hakiki dari maqāṣid al-sharī„ah itu sendiri. Namun ada pula yang memahami di 

samping terkait dengan maksud atau tujuan ditetapkannya hukum, maqāṣid al-

sharī„ah juga berkaitan dengan „illah (motif) adanya hukum. Dalam uṣūl al-fiqh, 

„illah merupakan penentu ada atau tidak adanya hukum. Ketika terdapat suatu 

ketetapan hampir dipastikan di belakangnya ada „illah yang menjadi motif 

timbulnya ketetapan tersebut, tetapi ketika „illah sebuah ketetapan sudah tidak ada 

lagi maka tidak ada alasan untuk mempertahankan ketetapan tersebut. Oleh karena 

itu dipandang tidak memungkinkan jika menyatakan bahwa maqāṣid al-sharī„ah 

dapat berperan sebagai pengkaji maksud atau tujuan ditetapkannya suatu hukum, 
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juga sekaligus sebagai motif timbulnya hukum. Namun demikian konsekuensi 

yang harus dihadapi pula bahwa dengan mengembalikan maqāṣid al-sharī„ah ke 

fungsi asal seperti yang dipahami dari segi bahasa menimbulkan akibat lain yang 

berkelanjutan. Akibat tersebut adalah bahwa maqāṣid al-sharī„ah hanya berperan 

untuk mengkaji hikmah adanya hukum sehingga kedudukannya pun tidak lebih 

dari filsafat. 
20

 

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut uṣūl al-khamsah 

merupakan bagian dari kebutuhan al-ḍarurīyah, sehingga memelihara kelima 

unsur itu adalah mutlak dilakukan. 

a. Pemeliharaan Agama (Muḥāfaẓah al-Dīn) 

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, 

ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua 

terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua 

ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan 

kehendak al-shāri‟ dan termasuk memelihara agama. Salah satu contoh tentang 

pemeliharaan agama adalah shalat. Shalat adalah kewajiban bagi setiap umat 

Islam, sehingga kedudukan shalat pun berada di kebutuhan al-ḍarurīyah (primer), 

tanpa melaksanakan shalat status keislaman seseorang sangat dipertanyakan, 

bahkan bukan termasuk beragama Islam. Selanjutnya pada tingkat kebutuhan al-

ḥājīyah (sekunder), demi terlaksananya shalat ini dengan baik dibutuhkan 

berbagai fasilitas seperti masjid. Tanpa mesjid pun shalat bisa dilaksanakan -

                                                 
20

 Zulkarnain Abdurrahman, „Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan 

Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow‟, dalam Jurnal Ushuluddin: Media Dialog 

Pemikiran Islam, Volume 22, Edisi 1, 2020, h.54.  



21 

 

 

bahkan di mana pun asalkan tempatnya suci shalat dapat dilakukan- tetapi hanya 

menyulitkan bagi yang melaksanakannya.
21

 Adapun untuk memenuhi kebutuhan 

al-taḥsinīyah (tersier) adalah mesjid yang difasilitasi berbagai hal seperti ruangan 

yang luas, tempat wudhu yang memadai, kipas angin bahkan yang berAC dan 

sebagainya. 

b. Pemeliharaan Jiwa (Muḥāfaẓah al-Nafs) 

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan 

manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya 

makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum al-

qiṣāṣ (hukuman setimpal), al-diyah (denda), al-kaffārah (tebusan) terhadap orang 

yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan 

atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga 

jiwanya (diri) dari bahaya.  

Salah satu contoh tentang pemeliharaan jiwa adalah makan. Makan sangat 

penting oleh tubuh dan untuk hidup manusia, sehingga makan pun termasuk 

kebutuhan al-ḍarurīyah (primer). Adapun pada tingkat kebutuhan al-ḥājīyah 

(sekunder) yaitu makan sebanyak dua atau tiga kali sehari. Disamping itu 

dibutuhkan pula peralatan masak seperti kompor. Tanpa kompor, manusia bisa 

saja memasak dengan cara yang lain, hanya saja cukup menyulitkan jika selalu 

membuat perapian yang bahan utamanya kayu, sementara kayu sendiri di 

masyarakat perkotaan sulit diperoleh. Pemenuhan kebutuhan al-taḥsinīyah 
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(tersier) dalam bidang ini misalnya memasak makanan menggunakan alat 

teknologi canggih dan menu yang dimakan pun memenuhi empat sehat lima 

sempurna. 

c. Pemeliharaan Akal (Muḥāfaẓah al-‟Aql) 

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah 

manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat 

diraihnya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal 

bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. 

Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota 

tubuh yang lain. 
22

 

d. Pemeliharaan Keturunan (Muḥāfaẓah al-Nasl/al-Nasb) 

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu 

keturunan merupakan kehormatan (al-‟raḍ) bagi setiap orang dan karena 

kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang 

dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. 

Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan. 

Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk 

menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah 

yang sah. Akad nikah berkedudukan sebagai kebutuhan al-ḍarurīyah (primer) dan 

untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah ini serta adanya kepentingan 

untuk perlindungan diri pada masa selanjutnya, maka dalam kebutuhan al-ḥājīyah 
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(sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang 

berwenang. Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak 

memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik 

kepada istri, anak dan termasuk pula kepada suami di kemudian hari. Adapun 

untuk kebutuhan al-taḥsinīyah (tersier) akad nikah ini diselenggarakan secara 

meriah untuk mengumpulkan keluarga besar dan handai taulan. 

e. Pemeliharaan Harta (Muḥāfaẓah al-Māl) 

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, 

sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan 

dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat 

dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang 

ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan 

harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan al-ḍarurīyah (primer) adalah 

wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga 

yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti 

yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal. Untuk 

membantu kelancaran pekerjaan yang dilakukan, dibutuhkan alat atau peralatan 

lainnya sesuai dengan pekerjaan yang digeluti. Peralatan ini berkedudukan 

sebagai kebutuhan al- ḥājīyah (sekunder) dan tanpa peralatan pun pekerjaan yang 

digeluti dapat dilakukan tetapi menyulitkan bagi si pelaku dalam memaksimalkan 

perkerjaannya. Adapun kebutuhan al-taḥsinīyah (tersier) adalah terpenuhi dan 

lengkapnya fasilitas kerja sehingga target-target yang ditentukan dapat dicapai. 
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2. Teori Fungsi Hukum 

 

Fungsi hukum adalah sebagai media pengatur interaksi social. Dalam 

pengaturan tersebut terdapat petunjuk mana yang dapat dilakukan mana yang 

tidak boleh dilakukan dengan harpan segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan 

teratur.
23

 Fungsi utama hukum ialah untuk menertibkan serta mengatur 

masyarakat. Harapannya hukum bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang 

aman dan tertib. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi lainnya.  

Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau 

hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan 

maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya. Dengan 

demikian, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam 

masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. 

Menurut Lawrence M. Friedman, hukum memiliki fungsi pengawasan 

sosial atau social control. Artinya hukum berperan untuk mengawasi serta 

mengendalikan lingkungan sosial di masyarakat. Hukum sebagai social control 

juga berarti memaksa warga masyarakat untuk mau berperilaku sesuai hukum. 

Jika tidak mematuhinya atau melanggar hukum, sanksi akan diberikan. Adapun 

fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya “Law and society 

an introduction, yaitu
24

: 

1. pengawasan atau pengendalian social (social control) 
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2. penyelesaian sengketa (dispute settlement); 

3. rekayasa sosial (social engineering). 

Mochtar Kusumaatmadja, seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto, 

mengajukan pula beberapa fungsi hukum sebagai berikut. “Di Indonesia fungsi 

hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini 

didasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan 

suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum 

sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah kegiatan warga 

masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut.Sudah tentu 

bahwa fungsi hukum di atas seyogianya dilakukan, di samping fungsi hukum 

sebagai sistem pengendalian sosial”. Berdasarkan uraian fungsi hukum oleh para 

pakar hukum di atas, dapat disusun fungsi-fungsi hukum sebagai berikut:  

1. Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk 

berperilaku.  

2. Pengawasan atau pengendalian sosial (social control).  

3. Penyelesaian sengketa (dispute settlement). 

4. Rekayasa sosial (social engineering). 

Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku, kiranya tidak 

memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai 

kaidah, yaitu: “sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku yang 

seyogianya atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga 

masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum”. 
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 Pengendalian sosial (social control) dari hukum, pada dasarnya dapat 

diartikan suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga 

masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, dari sudut 

sifatnya dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat preventif 

maupun represif. Preventif merupakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya 

perilaku menyimpang, sedangkan represif bertujuan untuk mengembalikan 

keserasian yang terganggu.  

Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (dispute settlement). 

Persengketaan atau perselisihan dapat terjadi dalam masyarakat, antara keluarga 

yang dapat meretakkan hubungan keluarga, antara mereka dalam suatu urusan 

bersama (company), yang dapat membubarkan kerja sama. Sengketa dapat 

mengenai perkawinan atau waris, kontrak, tentang batas tanah, dan 

sebagainya.Sengketa atau perselisihan itu perlu diselesaikan. 

3. Teori Rersposibilitas Hukum 

 

Semua peraturan dan pedoman yang memiliki tingkatan lebih rendah 

ataupun lebih tinggi dibuat untuk membuat masyarakat taat hukum tanpa adanya 

perbedaan. Karena semua orang memiliki kedudukan yang sama di hapan hukum 

(equality before the law). Regulasi perundang-undangan dapat dianggap berhasil 

jika terlaksana dengan baik. Ketidak berhasilan suatu peraturan disebabkan oleh 

sikap tidak peduli dari masyarakat ataupun aparatur negara. Resposibilitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan 
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publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan- ketentuan yang telah 

ditetapkan.
25

  

Levine dalam Dwiyanto mengemukakan responsibility atau responsibilitas 

atau tanggungjawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses 

pemberian pelayanan public dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau 

ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah 

ditetapkan.
26

 Dalam artian responsibilitas menjelaskan apakah birokrasi publik itu 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan 

birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit. 

Parameter responsibilitas menurut Jabra dan Dwivedi Widodo meliputi
27

 : 

1. Pemahaman akan tanggung jawab. 

Dalam melaksanakan tugas Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan 

tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. 

Tanggung jawab juga merupakan suatu wujud kesadaran terhadap kewajiban 

untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Pemahaman akan 

tanggung jawab sangatlah penting bagi para birokrasi publik untuk melaksankan 

tugasnya dalam melayani masyarakat. Adanya pemahaman akan tanggung jawab 

untuk melaksankan tugas tentu akan membantu para birokrasi publik tersebut 

menentukan apa saja yang menjadi pokok utama tugasnya dan konsekuensi apa 
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yang akan diterima jika tugas yang diberikan tidak dikerjakan sesuai dengan 

prosedur yang ada. 

2. Pemberian wewenang sesuai tanggung jawab 

Pemberian wewenang yang sama besar dengan tanggung jawabnya adalah  publik 

untuk melayani masyarakat. Adanya pemberian wewenang yang sesuai dengan 

tanggung jawab yang diemban, diharapkan mampu menumbuhkan rasa kesadaran 

para birokrasi publik untuk mengambil suatu keputusan yang paling tepat. Para 

birokrasi publik berhak mengambil keputusan ataupun melakukan suatu tindakan 

namun tetap sesuai dengan batasan dan tanggung jawab yang diembannya 

tersebut. 

3. Adanya evaluasi kinerja 

Evaluasi kinerja merupakan suatu metode dan proses penilaian dari pelaksanaan 

tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan 

atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih 

dahulu. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan 

imbalan atau penghargaan kepada pekerja. 

4. Tindakan-tindakan yang akurat, adil, dan tepat waktu 

Tindakan akurat, adil, dan tepat waktu dalam proses pemenuhan tanggung jawab 

yang diemban merupakan hal penting lain yang harus dilakukan oleh birokrasi 

publik, maksudnya adalah dalam proses melayani masyarkat, birokrasi harus 

mampu memberikan tindakan akurat sesuai kebutuhan masyarakat, adil dalam 

memberikan pelayanan tanpa memandang status sosial seseorang, dan tepat waktu 
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tanpa menunda pekerjaan atau pelayanan yang diberikan sehingga pelanggan 

merasa puas dengan pelayanan yang ada.
28

 

Responsibilitas (responsibility) dapat dijelaskan sebagai konsep yang 

berkenaan dengan tingkat profesionalitas dan kompetensi teknis yang dimiliki 

administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya.
29

 Lembaga negara 

dinilai responsibel apabila pelakunya memiliki tingkat profesionalisme atau 

kompetensi teknis yang tinggi. Sedangkan konsep responsivitas (responsiveness) 

adalah sebuah pertanggungjawaban yang menerima pelayanan (masyarakat). 

Tolak ukurnya dapat dilihat dari administrasi negara (birokrasi publik) bersikap 

tanggap (responsive) yang lebih tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, 

kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka . 

4. Teori Penemuan Hukum oleh Hakim 

 

Dalam bahasa Arab Istilah "hakim" berasal dari kata "hakama" yang 

berarti mencegah perbuatan jahat. 
30

 Kata hakim telah diterima dalam bahasa 

Indonesia, yang umumnya dikenal dalam bahasa Arab sebagai qāḍi. Dari segi 

linguistik, lafaz ini dipahami sebagai "menyempurnakan, melaksanakan, dan 
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memutuskan hukum".
31

 Qāḍi disebut hakim karena ia menghalangi orang yang 

ẓālim. 

Dari sudut etimologi, hakim memiliki makna sebagai "pencipta," "orang 

yang menentukan asal usul hukum," "penemu," dan "orang yang memperkenalkan 

serta menjelaskan hukum." Dalam konteks ini, pencipta yang dimaksud adalah 

Allah SWT, yang dianggap sebagai sumber tunggal hukum yang diberikan kepada 

semua orang. Dalam penggunaan bahasa Indonesia, hakim adalah individu yang 

memiliki tugas untuk menjatuhkan putusan atau mengadili suatu perkara hukum, 

yang dalam istilah fiqhi disebut sebagai qadhi.
32

 

Cik Hasan Bisri (1996: 180) menjelaskan bahwa hakim, dari segi 

etimologi, merujuk pada "orang yang memutuskan hukum". Hakim memiliki 

peran sentral di dalam ruang sidang, dan kemerdekaannya dianggap "identik" 

dengan jalannya pengadilan. Kebebasan peradilan sering dianggap sejalan dengan 

kemerdekaan hakim, dan putusan pengadilan sering dianggap setara dengan 

keputusan hakim. Selanjutnya, pelaksanaan regulasi dan keadilan sangat 

bergantung pada kapasitas dan kecerdikan hakim dalam menetapkan pilihan yang 

mencerminkan keadilan. Pak Kamimuddin, dalam kerangka hukum negara kita, 

menyatakan bahwa hakim memiliki kesempatan total dalam memutus hasil suatu 
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perkara, yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun, dan sepenuhnya 

bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, dan hanya berserah kepada Tuhan.
33

 

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim memiliki pengaruh besar terhadap 

hukum dengan tanggung jawab utama untuk menjaga ketertiban hukum melalui 

penetapan keputusan yang sesuai dengan hukum dalam setiap perkara. Oleh 

karena itu, tugas utama hakim melibatkan penerimaan, pemeriksaan, pengadilan, 

dan penyelesaian setiap kasus yang diajukan.
34

 

Pengadilan adalah suatu lembaga yang memiliki signifikansi besar dalam 

menjalankan penegakan hukum. Fungsi dari lembaga peradilan ini adalah untuk 

menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan secara damai di luar 

proses peradilan, dan diharapkan agar dapat ditemukan penyelesaian melalui 

keputusan hakim. Meskipun ada pandangan yang menyatakan bahwa 

penyelesaian kasus melalui pengadilan mungkin berujung pada situasi "menang 

dalam bara, kalah dalam abu", namun dalam organisasi peradilan agama, terutama 

sektor sipil secara umum, ditekankan melalui Perma Nomor 1 Tahun 2008 untuk 

menciptakan win-win solution, di mana semua pihak dapat mengakhiri 

perselisihan dengan damai tanpa ada pihak yang kalah atau menang.
35

 

Keterampilan dan kebijaksanaan seorang hakim dalam membuat 

keputusan yang mencerminkan keadilan dalam masyarakat memiliki peran krusial 

dalam menjamin kelangsungan hukum dan keadilan. Sebagai perwakilan Tuhan di 
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dunia ini, hakim diharapkan untuk menunjukkan integritas dan profesionalisme. 

Keberadaan hakim dianggap sebagai unsur integritas dan profesionalisme 

merupakan dua aspek yang saling terkait dan melengkapi satu sama lain.
36

 

Dalam sistem peradilan negara kita yang berlaku saat ini, hakim memiliki 

kebebasan untuk menangani suatu perkara. Hakim diharapkan bersifat 

independen, tidak terpengaruh oleh pihak lain, dan diwajibkan membuat 

keputusan setelah pertimbangan yang matang hingga mencapai suatu 

kesimpulan.
37

 

Sebagai pengemban peran publik di bidang peradilan, hakim mempunyai 

kewajiban untuk memberikan jaminan hukum dan keadilan yang memenuhi 

tuntutannya melalui putusan kepada semua pencari keadilan. Kewajiban 

memberikan jaminan hukum dan kesadaran hukum merupakan wujud dari 

wewenang dan tugas hakim yang dilaksanakan secara ex officio. Terkadang orang 

yang mencari keadilan melepaskan haknya atau melakukannya karena alasan  di 

luar kemampuan mereka.
38

 

Salah satu langkah yang dapat dimulai untuk memahami kerangka kerja 

ini adalah mengubah model sah yang baru-baru ini didirikan pada regulasi 

moderat menjadi regulasi moderat. Dalam konteks ini, tujuan utama penerapan 

hukum seharusnya adalah melindungi kesejahteraan dengan mempertimbangkan 
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segala aspek kebutuhan masyarakat. Dengan mengadopsi model yang berbeda ini, 

diharapkan akan lebih mudah memahami berbagai peraturan hukum dalam 

penerapan sistem hukum yang berdasarkan pada prinsip hukum dan keadilan di 

masyarakat.
39

 

Definisi penemuan hukum (Rechtsvinding) dapat dijelaskan sebagai proses 

terbentuknya hukum oleh hakim atau pihak lain yang bertanggung jawab untuk 

mengaplikasikan hukum pada fakta-fakta tertentu. Sudikno Mertokusumo 

menjelaskan bahwa penemuan hukum adalah upaya pembentukan hukum yang 

dilakukan oleh subjek atau individu yang terlibat dalam penemuan hukum, dengan 

mencoba menerapkan ketentuan hukum umum pada suatu peristiwa berdasarkan 

norma-norma hukum. Prinsip atau asas tertentu dapat dijustifikasi secara hukum 

melalui metode seperti penafsiran, penalaran, penyajian (konstruksi hukum), dan 

sebagainya untuk memahami makna dari penemuan hukum. 

Asas hukum adalah kenyataan-kenyataan yang menjadi dasar 

pertimbangan dan motivasi dalam memberikan pendapat, terutama dalam 

pelaksanaan dan penegakan hukum. Sebagai aturan umum, standar yang sah 

menjadi pembantu dalam mengurus semua masalah yang berhubungan dengan 

hukum. Dalam hal ada perselisihan dalam seperangkat hukum umum, standar 

yang sah akan muncul untuk menentukan perselisihan tersebut. Misalnya, jika ada 

perselisihan antara satu peraturan dan peraturan lainnya, standar hukum harus 
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dikaji ulang sebagai lembaga dasar yang menjadi dasar pengaturan hukum yang 

relevan secara umum.
40

 

C. Kerangka Konseptual Penelitian 

 

Kerangka konseptual adalah seperangkat pemikiran tentang hubungan 

antara satu konsep dengan konsep lainnya untuk memberikan gambaran dan 

asumsi langsung tentang variabel yang diselidiki. 

Dispensasi nikah adalah sebuah bentuk kelonggaran atau fleksibilitas yang 

diberikan oleh pengadilan agama terkait peraturan perundang-undangan mengenai 

batasan usia perkawinan bagi calon pengantin, baik itu laki-laki maupun 

perempuan. Dispensasi ini dapat dimohonkan oleh orang tua dari kedua calon 

pengantin, dengan mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan didukung oleh alasan-alasan yang 

menjadi dasar permohonan tersebut. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir berfungsi sebagai panduan penting bagi peneliti dalam 

memahami berbagai gejala sosial yang terungkap melalui penelitian dan 

penggalian data. Dalam konteks ini, kerangka pikir tersebut sangat relevan dengan 

upaya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam menurunkan angka 

dispensasi nikah. Dalam hal ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingginya angka dispensasi nikah serta hubungan antara faktor-

faktor tersebut. Dengan demikian, penelitian dapat difokuskan pada upaya 
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memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang efektif untuk menurunkan 

angka dispensasi nikah. Dalam konteks upaya Pengadilan Agama Sidenreng 

Rappang Kelas IB, interpretasi yang akurat dan mendalam sangat penting untuk 

mengembangkan strategi dan kebijakan yang tepat guna menurunkan angka 

dispensasi nikah secara efektif dalam upaya menurunkan angka dispensasi nikah 

di wilayah tersebut. 
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Gambar.1  Kerangka Pikir 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

Menurunnya Angka Permohonan Dispensasi Nikah 

di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 

 

 

 

 

 

RESPONSIBILITAS PENGADILAN AGAMA SIDENRENG 
RAPPANG KELAS IB BERBASIS MAQĀṢID AL-
SHARĪʻAH DALAM MENURUNKAN ANGKA 

DISPENSASI NIKAH 
 

 

Teori Fungsi Hukum 

 

Teori Maqāṣid 

Al-Sharīʻah 

 

Teori Maqāṣid Al-

Sharīʻah 

 

a. pengawasan atau 

pengendalian 

social (social 

control); 

b. penyelesaian 

sengketa (dispute 

settlement); 

c. rekayasa sosial 

(social 

engineering). 

 

 

a.  agama (hifzu al-din),  

b. menjaga jiwa (hifzu al-nafs),  

c. menjaga keturunan (hifzu al-nasl),  

d.menjaga harta (hifzu al-mal),  

e.menjaga akal (hifzu al-‟aql). 

a. Pemahanan akan 

Tanggung Jawab 

Pemberian; 

b.Wewenang Sesuai 

Tanggung Jawab; 

c. Adanya Evaluasi 

Kinerja; 

d. Tindakan-tindakan 

yang akurat, adil, 

dan tepat waktu 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Gagasan dasar adalah fondasi inti yang menjadi fokus utama dalam ilmu 

pengetahuan.
41

 Konsep dasar membantu dalam merinci apa yang harus diselidiki, 

menentukan pertanyaan yang perlu dijawab, menyusun cara untuk merumuskan 

pertanyaan, dan menetapkan aturan yang diperlukan untuk mengartikan hasil yang 

diperoleh. Paradigma, sebagai pandangan dunia terintegrasi secara menyeluruh 

dalam bidang pengetahuan, memberikan kerangka kerja yang memungkinkan 

ilmuwan dan komunitas ilmiah lainnya untuk membedakan dan memahami alat-

alat, metode, dan teori yang terdapat di dalamnya, serta membantu dalam 

klasifikasi, identifikasi, dan asosiasi berbagai unsur tersebut.
42

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang menghimpun data primer 

melalui pengamatan langsung di lapangan, dengan data diperoleh melalui 

interaksi langsung melalui proses wawancara dengan informan atau sumber data. 

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan Syar'i, yang 

melibatkan pemahaman terhadap syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 

yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup 

                                                 
41

 Ayu Nurul Amalia, Suryono, Riyan Arthur, Penyusunan Instrumen Penelitian: Konsep, 

Teknik, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, dan Contoh Instrumen Penelitian, (Jawa Tengah: NEM 

2023), h.2 

 
42

 Nathaniel E Helwig, Sungjin Hong, dan Elizabeth T Hsiao-wecksler, Metode Penelitian 

Kualitatif. (Cet. XI; Surakarta: Muhamadiyah Univercity Press, 2006), h. 9 
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analisis terhadap hukum perundang-undangan yang berlaku, khususnya dengan 

penelitian ini menitikberatkan pada pemeriksaan peraturan yang terkait dalam 

undang-undang, dan kemudian mengadaptasikannya dengan isu yang sedang 

dibahas.
43

 

Dalam mengkaji tulisan ini, kami menggunakan metode penelitian 

kepustakaan dengan melakukan evaluasi kritis dan menyeluruh terhadap berbagai 

bahan pustaka yang relevan dengan materi, seperti buku dan jurnal yang dapat 

dijadikan sebagai sumber referensi. Sesuai dengan penjelasan Miqzaqon T dan 

Purwoko, penelitian perpustakaan merupakan usaha untuk menggali informasi 

dan data dengan memanfaatkan berbagai jenis dokumen yang dapat diakses di 

perpustakaan, termasuk dokumen, buku, majalah, catatan sejarah, dan sumber 

lainnya.
44

 

Basrowi dan Suwandi menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, 

peneliti terlibat secara mendalam dengan konteks, situasi, dan fenomena alam 

yang sedang diteliti. Peneliti dapat memahami subjek dan merasakan pengalaman 

yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap fenomena dianggap sebagai 

sesuatu yang unik, karena memiliki konteks yang berbeda-beda dari fenomena 

lainnya.
45

 

Siyoto dan Sodik menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dibuat dengan 

maksud untuk memahami fenomena sosial dari perspektif orang-orang yang 

                                                 
43

 N U Kalsum, L Sultan, and M Fajri, „Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan 

Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam‟, dalam jurnal Qadaunal, 2023, h 342  
44

 Dimas Assyakurrohim, „Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif‟, dalam 

Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer,Volume 03.Nomor 01,2022,h.2  
45

Farida Nugrahani, Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,(Surakarta: Gravindo 2014), 

h10  
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terlibat dalam situasi tersebut.
46

 Penelitian Kualitatif memiliki dua tujuan utama 

menjelaskan dan menggambarkan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, terutama 

dalam penelitian hukum yang mengandalkan analisis dan studi berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pendekatan yang 

digunakan juga bersifat hukum yuridis sosiologis, terutama dalam 

mengidentifikasi dan mengonseptualisasikan hukum sebagai suatu pranata sosial 

yang eksisten dan berfungsi dalam kehidupan nyata.
47

 

Pendekatan hukum yuridis sosiologis menitikberatkan pada penelitian yang 

berupaya mengumpulkan pengetahuan empiris dalam konteks yang langsung 

terkait dengan topiknya. Khususnya, pendekatan ini difokuskan pada pemahaman 

konflik sosial dalam perubahan hukum, dengan tujuan menentukan aspek-aspek 

yang mempengaruhi penetapan dispensasi nikah. Penelitian juga mengidentifikasi 

faktor-faktor yang melatarbelakangi peningkatan jumlah dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Dalam melakukan analisis, 

peneliti bermaksud untuk memberikan penjelasan mendalam terhadap subjek dan 

objek penelitian, sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.
48

 

                                                 
46

 Muzaiyanah and Anies Shahita Aulia Arafah, "Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Perspektif Maqashid Syariah", dalam Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif, Volume1, 2021, 
h.187. 

47
 Nawawi Hadari,  Instrumen Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gajah 

Mada  University Press, 1992), h. 209 
48

 Ayu Nurul Amalia, Suryono, Riyan Arthur, Penyusunan Instrumen Penelitian: Konsep, 

Teknik, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, dan Contoh Instrumen Penelitian, (Jawa Tengah: NEM 

2023), h.2 
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B. Paradigma Penelitian 

Paradigma merupakan suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas 

dunia nyata sebagai sesuatu yang ada akan tetapi pada kenyataanya bersifat 

majemuk dan memiliki makna berbeda bagi setiap individu. Paradigma yang  

digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivis karena penelitian ini 

menggunakan beberapa teori sebagai bahan referensi yang akan memperkaya     

pengetahuan peneliti sebelum turun ke lapangan, dan akan membantu peneliti 

memperoleh gambaran umum tentang resposibilitas Pengadilan Agama Sidenreng 

Rappang   Kelas IB dalam menurunkan angka dispensasi nikah. 

C. Sumber Penelitian 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari 

sumber data utama mengenai lokasi atau objek penelitian. Data primer berasal 

dari sumber data utama yang pertama kali menghasilkan informasi tersebut. 

Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui metode observasi, wawancara, 

dan pencatatan langsung dari subjek penelitian. Temuan hasil penelitian primer 

disusun secara sistematis untuk mencerminkan hasil pengamatan di lapangan. 

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utamanya, yang dalam 

konteks ini merujuk kepada responden, yaitu hakim dan panitera dari Pengadilan 

Agama Kelas IB Sidenreng Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Responden 

tersebut bertanggung jawab menangani kasus dispensasi nikah, serta melibatkan 

pihak-pihak terkait lainnya. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder dan sumber data mengacu pada informasi yang diperoleh 

dari sumber data sekunder atau merupakan hasil dari data yang sebelumnya 

dikumpulkan untuk tujuan lain. Jenis data ini dapat berupa fakta atau tabel. Dalam 

penelitian mengenai kebiasaan belajar siswa di sekolah dasar, penggunaan data 

survei dari guru dan orang tua menjadi kunci.
49

 Dengan kata lain, sumber data 

yang digunakan adalah data sekunder. Guru dan orang tua disebut sebagai sumber 

data sekunder karena data yang digunakan dalam penelitian tidak diperoleh 

langsung dari siswa itu sendiri, melainkan diambil dari individu yang mungkin 

memiliki pemahaman mendalam tentang data tersebut. Data sekunder ini diambil 

langsung dari sumber data besar, seperti hasil penelitian ilmiah seperti buku, 

jurnal, artikel akademis, dan berbagai sumber bacaan lainnya. Meskipun data ini 

berasal dari penelitian yang dilakukan untuk tujuan lain, informasinya dapat 

diaplikasikan, terutama dalam konteks penelitian dispensasi nikah.
50

 

D. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Adapun waktu dan lokasi penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut : 

1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, 

pengolahan data, analisis data, persiapan dan sampai akhir penelitian ini 

membutuhkan waktu minimal 3 bulan. 
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 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: CV. Syakir Media Press 

2021), h. 32. 
50

 Ranny Kautun, Metode penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis (Bandung : 

Taruna Grafika, 2021), h. 38. 



41 

 

 

2. Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB 

Menurut sejarah bahwa keberadaan Sidenreng Rappang terbentuk pada 

Tanggal 18 Februari 1344, sebagaimana penetapan secara bersama Pemerintah 

Daerah dengan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, yang termuat di dalam 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Hari Jadi Sidenreng Rappang.
51

 

Selanjutnya memasuki masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi, Kewedanan 

Sidenreng Rappang dan Swapraja Rappang dibentuk menjadi Daerah Tingkat II 

Sidenreng Rappang dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Pangkajene 

Sidenreng yang meliputi 7 (Tujuh) Wilayah Kecamatan yaitu : 

1.  Kecamatan Dua Pitue; 

2. Kecamatan Tellu Limpoe 

3. Kecamatan Maritengngae 

4. Kecamatan Panca Lautang 

5. Kecamatan Panca Rijang 

6. Kecamatan Baranti 

7. Kecamatan Watang Pulu 

Dalam Perkembangan selanjutnya, dengan pertimbangan efektif 

pelaksanaaan pemerintahan, Ke-7 (Tujuh) Kecamatan tersebut dimekarkan 

menjadi sebelas kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng 

                                                 
51

 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, "Sejarah  Pemerintah Kabupaten Sidenreng 

Rappang”, Official Website Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang,diakses pada http: 

//www.sidrapkab.gp.id (18 Februari 2014) 
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Rappang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang pembentukan dan Susunan Organisasi 

Kecamatan dan Kelurahan, maka : 

 Kecamatan Dua PituE dimekarkan menjadi tiga yaitu Kecamatan Dua PituE, 

Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Pitu Riawa.  

 Kecamatan MaritnengngaE dimekarkan menjadi Dua Yaitu Kecamatan 

MarintengngaE dan Kecamatan Sidenreng.  

 Kecamatan Panca Rijang dimekarkan menjadi Dua yaitu Kecamatan Panca 

Rijang dan Kecamatan Kulo. 

b. Profil Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB masuk dalam wilayah 

hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang wilayah hukumnya meliputi 

seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dahulu sebelum tahun 1958 

kabupaten Sidenreng Rappang masuk ke dalam wilayah hukum kota Parepare . 

Dengan dibangunnya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB 

pada tahun 1967 maka seluruh wilayah Kabupeten Sidenreng Rappang yang 

semula masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare menjadi cakupan 

wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB.  

Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB dahulu menyewa 

gedung kantor yang berdampingan dengan Kantor Pengadilan Negeri Sidrap. 

Dahulu Pengadilan Agama merupakan bagaian dari Departemen Agama lalu 

kemudian pada tahun 2004 Pengadilan Agama diserahkan oleh Departeman 

Agama ke Mahkamah Agung. Sehingga pada tahun 2008 Pengadilan Agama 

Sidenreng Rappang  Kelas IB mendapat anggaran dari Mahkamah Agung untuk 
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pembangunan gedung baru dengan prototype sesuai yang ditentukan oleh 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alamat Pengadilan Agama Sidenreng 

Rappang  Kelas IB terletak di Jalan Korban 40.000 Jiwa di Pangkajene 

Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
52

 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB mempunyai wilayah 

hukum (yuridiksi) yang meliputi wilayah Sidenreng Rappang yakni seluas 1.88,25 

km2 dengan 11 kecamatan yang terdiri 105 desa/kelurahan, lokasi dan luas 

wilayah Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB. 

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB 

Visi 

Visi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB adalah Terwujudnya 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB yang Agung
53

. 

Misi 

Terwujudnya Badan Peradilan Agama Sidenreng Rappang yang Agung 

bercirikan:  

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan 

berkeadilan. 

2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan 

secara proporsional dalam APBN. 

                                                 
52
Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, “ Sejarah Pengadilan Agama Sidenreng 

Rappang, Official Website Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, diakses pada http: //www. pa-
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3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas 

dan terukur. 

4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, 

cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional. 

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang 

aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 

6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan 

kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan 

profesional. 

7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan 

jalannya peradilan. 

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 

9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan 

transparansi. 

10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu. 

d. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB 

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) secara geografis dikelilingi oleh 

delapan Kabupaten/Kota tetangga yang juga sekaligus berada di tengah-tengah 

jazirah Sulawesi Selatan.  

Dengan ibukota kabupatennya Pangkajene berjarak 183 km dari Kota 

Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah kabupaten Sidrap 

mencapai 1.883,25 km
2
, yang secara administratif terbagi dalam 11 kecamatan, 38 

kelurahan, dan 65 desa. Letak geografis kabupaten menempatkannya sebagai jalur 
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perlintasan transportasi utara-selatan dan timur-barat begitupun sebaliknya 

khususnya di kawasan ajatappareng. Kondisi ini otomatis juga menjadikan 

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki daya akses yang luas dan mudah dari 

segala penjuru, sehingga merupakan nilai tambah bagi Kabupaten Sidenreng 

Rappang dibanding dengan daerah lainnya. 

  Secara Georafis Sidenreng Rappang Terletak Antara : 

3
o 
43˗ ‟ -4

o 
09”       : Lintas Selatan ; 

119
o 
41˗‟-120

o
 10”   : Bujur Timur . 

  Secara Administrasi (Kewilayahan) Kabupaten Sidenreng Rappang 

Berbatasan sebagai berikut : 

Barat : Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-pare 

Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pirang 

Timur : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu 

Selatan : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru 

Pembangian wilayah hukum, wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 

11 kecamatan dan 150 Desa/Kelurahan  

e.  Tugas Pokok Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB
54

 

1. Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang 
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yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, 

Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah. 

2. Menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum 

perkantoran. 

3. Mengadakan pelayanan kepada masyarakat dan tugas pelayanan umum 

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Fungsi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB 

 

1. Fungsi mengadili (judicial power) 

2. Fungsi pembinaan 

3. Fungsi pengawasan 

4. Fungsi nasehat 

5. Fungsi administratif 

Adapun fungsi lainnya yaitu : a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan 

tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, 

Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006). b) Pelayanan 

penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi 

akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan 

transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan 

Informasi di Pengadilan. 
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E. Instrumen Penelitian 

Adapun Instrumen dan Tekhnik Pengumpulan Data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Metode mudah untuk mengumpulkan data penelitian adalah dengan 

menggunakan wawancara. Wawancara dapat diartikan sebagai interaksi antara 

pewawancara dan narasumber melalui komunikasi langsung, yang juga dapat 

dianggap sebagai percakapan pribadi antara keduanya.
55

 Pewawancara mengajukan 

pertanyaan secara langsung mengenai item yang disurvei dan dirancang 

sebelumnya.
56

 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang dirancang 

untuk memperoleh informasi langsung dari asalnya. Wawancara mendalam, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, adalah proses memperoleh 

informasi tentang tujuan penelitian dan metode pertanyaan pribadi antara 

pewawancara dan informan atau responden, dan merupakan proses yang 

melibatkan penggunaan wawancara dan informasi yang melibatkan hubungan 

sosial kehidupan yang relatif sama.
57

 

Penelitian ini melibatkan proses wawancara dengan hakim dan panitera 

Pengadilan Agama. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan 

pemahaman langsung mengenai alasan di balik keputusan hakim dalam menerima 
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 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta: Kencana, 2017), h. 372. 
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atau menolak permohonan dispensasi. Selain itu, beberapa informan terkait juga 

ikut diwawancarai untuk memberikan perspektif tambahan terkait dengan topik 

ini.
58

 

b. Observasi 

Metode pengumpulan data yang telah disebutkan hanya mampu 

mengungkapkan perilaku verbal dan tidak memperhatikan perilaku nonverbal. 

Selain itu, keduanya terutama diarahkan untuk penelitian survei dan tidak sesuai 

untuk penelitian non-survei. Sebagai alternatif, peneliti dapat memilih untuk 

melakukan observasi partisipan, di mana mereka secara teratur terlibat dalam 

aktivitas yang diamati. Dalam konteks ini, peneliti mengambil peran ganda 

sebagai pengamat yang anonim dan anggota kelompok penelitian, serta aktif 

memainkan misi yang ditugaskan.
59

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi metode bermacam-macam informasi yang mencakup 

penggunaan data dari berbagai sumber atau laporan yang disusun yang diklaim 

oleh responden. Laporan ini berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat 

digunakan untuk membantu, menguraikan, dan memperkirakan kejadian. Selain 

mengumpulkan catatan, para ilmuwan juga memiliki pilihan untuk mengambil 

foto yang terkait dengan subjek dan hal-hal yang menjadi titik fokus penelitian.
60
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Pencipta melakukan latihan dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai 

data, informasi, atau realitas yang terkait dengan masalah dan tujuan eksplorasi. 

Sumber data diperoleh dari berbagai media, seperti buku, buku harian logis, situs, 

dan berbagai sumber yang berbicara tentang dispensasi nikah. 

F. Tahapan Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan 

mempertimbangkan berbagai sumber dan metode yang beragam hingga dianggap 

sesuai untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan valid. Berikut adalah 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Tahap Persiapan 
 

a. Menyiapkan berkas yang dibutuhkan 

b.Menyusun bahan penelitian yang akan dilakukan 

c. Tahapan pelaksanaan penelitian 

d.Mengumpulkan data yang didapatkan dari narasumber 

2. Tahap Akhir 

a. Melakukan penyusunan data penelitian 

b.Melakukan analisis terhadap data 

c. Mendeskripsikan data 

d. Menyimpulkan data 

G. Tehnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah langkah penting dalam sebuah penelitian yang 

bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

penelitian. Teknik pengumpulan data menjadi strategis dalam penelitian karena 
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merupakan cara atau strategi yang digunakan oleh peneliti untuk menghimpun 

informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Proses pengumpulan 

data dalam penelitian bertujuan untuk memperoleh materi, fakta, kejadian, dan 

informasi yang dapat dipercaya. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data tersebut antara lain observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.
61

 

1. Wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara mendalam adalah 

proses memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab bertatap muka langsung antara peneliti dan informan. Pada 

penelitian kualitatif wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian 

terhadap infromasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.
62

 

2. Observasi 

Secara umum observasi merupakan aktifitas pengamatan terhadap suatu 

objek secara cermat langsung dilokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis 

menganai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil 

observasi dapat berupa ruang, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, atau 

peristiwa dan waktu. Pentingnya melakukan observasi adalah untuk memberikan 

gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu 

memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi untuk melakukan pengukuran 
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terhadap aspek tertentu.
63

 

3. Dokumentasi 

Keberadaan dokumentasi menjadi elemen yang sangat penting dalam 

mendukung keabsahan hasil penelitian, terutama dalam konteks observasi dan 

wawancara. Dokumentasi ini berperan sebagai bukti konkret yang memperkuat 

dan menguatkan temuan yang diperoleh dari proses pengamatan dan interaksi 

langsung dengan responden. Dalam konteks penelitian di Pengadilan Agama 

Sidenreng Rappang  Kelas IB, dokumentasi mengacu pada berbagai dokumen 

tertulis yang terkait dengan subjek atau objek penelitian yang menjadi fokus 

kajian. 

 Adanya dukungan dari dokumentasi ini diharapkan dapat memberikan 

landasan yang lebih kokoh bagi analisis dan kesimpulan yang dihasilkan. 

Dokumen-dokumen tersebut dapat mencakup berbagai informasi penting, seperti 

catatan-catatan persidangan, putusan hakim, berkas perceraian, dan dokumen-

dokumen lain yang relevan. Data-data yang terdapat dalam dokumen-dokumen ini 

akan memberikan gambaran yang lebih lengkap dan jelas tentang bagaimana 

proses penanganan perkara perceraian bagi Aparatur Sipil Negara di Pengadilan 

Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB.  

Selain sebagai pendukung keabsahan data, dokumentasi juga memberikan 

kontribusi dalam memperkaya pemahaman terhadap konteks yang sedang diteliti. 

Dengan menganalisis berbagai dokumen yang ada, peneliti dapat melacak 

                                                 
63

  Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data Dalam 

Perspektif Kualitatif, (Yogyakarta: CV. Budi Utama 2020), h.51 

 

 



52 

 

 

perkembangan kasus, pola putusan hakim, serta faktor-faktor lain yang 

memengaruhi proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama Sidenreng 

Rappang  Kelas IB. Dengan demikian, dokumentasi tidak hanya menjadi alat 

verifikasi, tetapi juga menjadi sumber informasi yang berharga dalam memahami 

dinamika sistem peradilan terkait dengan perceraian di kalangan Aparatur Sipil 

Negara.  

Kehadiran dokumentasi sebagai bagian integral dari proses penelitian ini 

menunjukkan komitmen peneliti dalam menghasilkan analisis yang mendalam 

dan berbasis fakta. Dengan memanfaatkan berbagai dokumen yang tersedia, 

diharapkan peneliti dapat menyajikan temuan-temuan yang lebih akurat dan 

komprehensif, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan 

pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum keluarga, khususnya terkait 

dengan putusan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama 

Sidenreng Rappang  Kelas IB. 

H. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu: 

1. Pemeriksaan Data (editing) 

Setelah tahapan pengumpulan data di lapangan, terutama melalui 

proses observasi, seorang peneliti perlu melanjutkan dengan langkah 

pemeriksaan atau verifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Proses ini 

dianggap sangat penting dalam rangkaian penelitian karena kemungkinan 

bahwa data yang terkumpul tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan atau 

standar yang diinginkan oleh peneliti. Berbagai faktor seperti variasi dalam 
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situasi lapangan, faktor manusia, atau bahkan kesalahan teknis bisa menjadi 

penyebab ketidaksesuaian data dengan tujuan penelitian.
64

 Oleh karena itu, 

pemeriksaan data menjadi langkah yang esensial untuk memastikan keakuratan 

dan keandalan data yang akan digunakan dalam proses analisis lebih lanjut.  

Melalui proses pemeriksaan data, peneliti dapat mengidentifikasi 

potensi kesalahan atau ketidaksesuaian, dan mengambil tindakan koreksi atau 

penyesuaian yang diperlukan. Langkah ini akan meningkatkan validitas dan 

kepercayaan terhadap hasil penelitian yang dihasilkan, serta memastikan 

bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada data yang tepat dan akurat.
65

 

2. Klasifikasi (classifying) 
 

Untuk meningkatkan sistematisasi penelitian, langkah penting yang 

harus dilakukan adalah mengklasifikasikan data ke dalam berbagai kategori 

yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan. Tujuan 

utama dari proses klasifikasi data ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh 

informasi yang terkumpul relevan dan sesuai dengan keperluan penelitian. 

Melalui proses klasifikasi, peneliti dapat mengatur data menjadi kelompok-

kelompok yang memiliki kesamaan atau hubungan tertentu, sehingga 

memudahkan proses analisis lebih lanjut.
66

 Dengan melakukan klasifikasi 

data, peneliti dapat merangkum informasi yang terkandung dalam data dan 
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lebih fokus pada aspek-aspek inti dari penelitian tersebut. Langkah ini juga 

membantu dalam mengidentifikasi pola-pola atau temuan-temuan yang 

mungkin muncul dari data yang telah terkumpul. Dengan demikian, proses 

klasifikasi data tidak hanya mempermudah analisis, tetapi juga membantu 

memastikan bahwa semua aspek yang relevan dengan rumusan masalah 

penelitian telah diperhitungkan dan diolah secara komprehensif. 

3. Verifikasi (verifying) 

Pada fase verifikasi ini, terjadi proses yang cermat dalam memeriksa 

keakuratan data guna memastikan bahwa data yang telah terkumpul merupakan 

yang paling mutakhir. Langkah ini dilakukan dengan seksama oleh peneliti untuk 

meninjau kembali setiap detail data yang terhimpun, memastikan bahwa 

kebenaran dan validitasnya terjaga. Tujuan dari peninjauan ulang ini adalah untuk 

memverifikasi bahwa data tersebut tidak hanya akurat, tetapi juga sesuai dengan 

harapan dan kebutuhan yang diharapkan oleh peneliti. Dengan demikian, hasil 

dari penelitian dapat diandalkan dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan 

dalam konteks penelitian yang dilakukan.
67

 

4. Analisa Data (analysing) 

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengorek dan memeriksa 

data secara mendalam sehingga dapat diurai menjadi rangkaian kalimat yang 

memiliki konsistensi logis dan validitas yang tinggi. Selama proses analisis, tetap 
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merujuk pada teori-teori hukum yang relevan dan berkaitan dengan isu-isu yang 

menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, diharapkan hasil analisis dapat 

memberikan pemahaman yang mendalam serta solusi yang tepat terhadap masalah 

yang sedang diteliti.  

Proses peninjauan ulang ini sangatlah penting karena hasil dari penelitian 

akan sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang digunakan. Setiap data harus 

melewati serangkaian uji kebenaran dan validitas agar dapat diandalkan sebagai 

dasar dalam menyusun analisis dan kesimpulan. Oleh karena itu, peneliti harus 

memastikan bahwa setiap aspek dari data tersebut sesuai dengan harapan dan 

kebutuhan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. 
68

 

Dengan memiliki data yang akurat dan terverifikasi, hasil dari penelitian 

dapat menjadi lebih kuat dan dapat diandalkan. Ini berarti bahwa temuan dan 

kesimpulan yang dihasilkan akan memiliki nilai yang lebih tinggi dalam konteks 

ilmiah maupun praktis. Selain itu, dengan memiliki landasan data yang kokoh, 

peneliti juga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap 

pengetahuan dan pemahaman di bidang yang diteliti. Sehingga, tahap verifikasi 

data ini tidak hanya menjadi langkah teknis dalam proses penelitian, tetapi juga 

menjadi salah satu aspek kunci dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas 

dan bermakna. 

5. Kesimpulan (concluding) 

Kesimpulan merupakan titik akhir dari sebuah perjalanan penelitian yang 
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dilakukan oleh penulis. Proses menuju kesimpulan ini melibatkan beberapa 

langkah penting yang harus dilalui dengan seksama. Pertama-tama, penulis 

melakukan perbandingan antara data yang telah terkumpul dengan beberapa teori 

yang relevan dalam bidang studi yang dipilih. Langkah ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa data yang dikumpulkan terhubung secara konsisten dengan 

kerangka teoritis yang telah ditetapkan sebelumnya. 
69

 

Selanjutnya, penulis memulai proses verifikasi ulang untuk memastikan 

kevalidan dan keakuratan data. Proses verifikasi ulang ini melibatkan berbagai 

metode, seperti pengecekan kembali terhadap data yang telah terkumpul, 

melakukan wawancara tambahan dengan responden yang relevan, melakukan 

observasi lanjutan jika diperlukan, serta mengumpulkan dokumentasi yang 

mendukung. Langkah-langkah ini dilakukan dengan teliti guna meminimalkan 

adanya kesalahan atau bias yang mungkin muncul dalam data yang diperoleh.
70

  

Setelah semua data telah diperiksa dan diverifikasi secara cermat, penulis 

kemudian mengambil langkah terakhir dalam merumuskan kesimpulan. 

Kesimpulan ini mencakup rangkuman dari temuan utama yang dihasilkan dari 

analisis data dan pembahasan teoritis yang dilakukan. Selain itu, kesimpulan juga 

mencakup penarikan kesimpulan umum yang memberikan gambaran 

komprehensif tentang seluruh penelitian. Kesimpulan ini akan menjadi landasan 

untuk melaporkan temuan dan menyajikan hasil penelitian secara menyeluruh dan 

sistematis kepada pembaca. Dengan demikian, kesimpulan tidak hanya menjadi 
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akhir dari proses penelitian, tetapi juga menjadi titik awal bagi pemahaman dan 

interpretasi lebih lanjut terhadap topik yang diteliti. 

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data 

Dalam upaya memastikan keaslian dan keabsahan data dalam penelitian 

ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pendekatan 

yang memadukan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data yang 

berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam 

terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dianggap sebagai salah satu 

metode yang paling efektif dalam mengevaluasi keabsahan dan keakuratan data 

dalam penelitian kualitatif. 
71

 

Keberadaan data yang valid dan akurat merupakan fondasi utama dari 

sebuah penelitian kualitatif. Karena itu, proses verifikasi keaslian data merupakan 

langkah yang sangat krusial dalam memastikan bahwa temuan dan kesimpulan 

yang dihasilkan benar-benar dapat diandalkan. Melalui teknik triangulasi, peneliti 

dapat mengecek dan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti 

observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk memperoleh gambaran yang lebih 

utuh dan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti.  

Penerapan teknik triangulasi juga membantu mengurangi risiko bias atau 

distorsi dalam interpretasi data, karena data yang diperoleh berasal dari berbagai 

perspektif yang berbeda. Dengan demikian, peneliti dapat lebih yakin dalam 

menghasilkan analisis yang lebih akurat dan kesimpulan yang lebih dapat 
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dipercaya.
72

 Hasil dari proses verifikasi ini tidak hanya menjadi landasan yang 

kuat bagi penelitian yang dilakukan, tetapi juga memberikan nilai tambah yang 

signifikan dalam upaya memperkaya pengetahuan dan pemahaman di bidang yang 

diteliti. Oleh karena itu, teknik triangulasi merupakan sebuah pendekatan yang 

sangat penting dan strategis dalam memastikan keaslian dan keberlangsungan 

penelitian kualitatif. 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Hasil Penelitian  

1. Perkembangan Permohonan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2019-2023 Di 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB 

73
Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB menyimpan 

data pengajuan dispensasi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di 

Kabupaten Sidenreng Rappang. Informasi tentang jumlah pengajuan dispensasi, 

hasil keputusan dispensasi, sebagai berikut: 

Data Hasil Status Putusan Pengajuan Dispensasi Dari Tahun 2019-2023 Di 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB  

Tabel.2 Rekapitulasi Perkara Dispensasi Nikah yang Diterima dan Diputus di 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB pada tahun 2019 

N

No 

 

Bulan 

Banyaknya Perkara  

Diputus 

 

Belum Diputus Bulan Lalu Diterima Jumlah 

1 Januari - 15 - 12 3 

2 Februari 3 9 12 11 1 

3 Maret 1 13 14 13 1 

4 April 1 13 14 12 2 

5 Mei 2 11 13 13 - 
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6 Juni - 12 12 7 5 

7 Juli 5 4 9 8 1 

8 Agustus 1 16 17 11 6 

9 September 6 19 25 20 5 

10 Oktober 5 16 21 18 3 

11 November 3 45 48 41 7 

12 Desember 57 51 58 58 - 

 Jumlah 224 224 - 

 

Pada Tabel 2 setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 pada bulan Oktober 2019, data pada Tabel 1 mencatat adanya peningkatan 

jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 

Kelas IB. Peningkatan ini terlihat pada bulan November 2019, yang menunjukkan 

bahwa kebijakan baru ini memiliki dampak langsung terhadap jumlah 

permohonan yang diajukan.  

Dari data yang ada, terlihat jelas bahwa peraturan baru tersebut 

mendorong lebih banyak pasangan untuk mengajukan dispensasi nikah. Hal ini 

mungkin disebabkan oleh perubahan dalam persyaratan hukum yang diatur oleh 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga mempengaruhi jumlah 

permohonan yang diterima oleh pengadilan. Secara keseluruhan, perubahan 

regulasi ini memberikan pengaruh signifikan terhadap dinamika permohonan 

dispensasi nikah di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.  
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Tabel.3 Rekapitulasi Perkara Dispensasi Nikah yang Diterima di Pengadilan 

Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB pada tahun 2020
74

 

N

No 

 

Bulan 

Banyaknya Perkara  

Diputus 

 

Belum Diputus Bulan Lalu Diterima Jumlah 

1 Januari - 52 - 48 4 

2 Februari 4 38 42 36 6 

3 Maret 6 29 35 22 13 

4 April 13 3 16 16 - 

5 Mei - 8 8 3 5 

6 Juni 5 58 63 49 14 

7 Juli 14 70 84 76 8 

8 Agustus 8 66 74 62 12 

9 September 12 99 111 103 8 

10 Oktober 8 75 83 78 5 

11 November 5 77 82 71 11 

12 Desember 11 56 67 67 - 

 Jumlah  631 631 - 

 Pada Tabel 3 setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019, pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19. Pandemi Covid-19 memberikan 

dampak terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng 

Rappang Kelas IB. Selama pandemi, pemerintah menerapkan pembatasan sosial 
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pada semua lini aktivitas masyarakat, yang diperkirakan akan menurunkan angka 

permohonan dispensasi kawin di pengadilan tersebut. 

Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Meskipun ada peraturan 

pembatasan aktivitas, angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Sidenreng Rappang Kelas IB tetap mengalami peningkatan seperti pada tahun-

tahun sebelumnya. 

Data menunjukkan bahwa meskipun pandemi membatasi banyak aspek 

kehidupan masyarakat, kebutuhan untuk mengajukan permohonan dispensasi 

kawin tidak berkurang. Hal ini mencerminkan bahwa faktor-faktor yang 

mendorong permohonan dispensasi kawin masih sangat kuat, bahkan dalam 

situasi yang penuh dengan pembatasan sosial.  

Menurut Mindriani Amin, S.H yang menjabat sebagai Panitera Muda 

Hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB.
75

 Menurutnya  pandemi 

Covid-19 memiliki pengaruh terhadap kenaikan angka permohonan dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB. Hal ini dikaitkan 

dengan beberapa kasus yang saya data dalam sebuah laporan, di mana beberapa di 

antaranya melibatkan kehamilan di luar nikah. 

……….. Kasus-kasus kehamilan di luar nikah ini disebabkan oleh 

keinginan remaja untuk melakukan hal-hal yang dianggap dewasa, yang mereka 

lihat di ponsel mereka. Mereka mulai mengenal ponsel ketika pandemi Covid-19 

melanda, karena ada tuntutan untuk memiliki ponsel guna mengikuti 

pembelajaran daring. Namun, ponsel tersebut juga mereka gunakan untuk 

mengakses konten yang tidak sesuai. Akibatnya, meskipun pembatasan sosial 

diberlakukan, remaja tetap terpapar informasi yang mempengaruhi perilaku 

mereka, sehingga angka permohonan dispensasi kawin tetap tinggi. Secara 
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keseluruhan, meskipun pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial 

diterapkan, pengaruhnya terhadap peningkatan angka permohonan dispensasi 

kawin tidak signifikan, terbukti angka dispensasi masih tinggi di Kabupaten 

Sidenreng Rappang. 

 

Tabel 4 Rekapitulasi Perkara Dispensasi Nikah yang Diterima di Pengadilan 

Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB pada tahun 2021
76

 

N

No 

 

Bulan 

Banyaknya Perkara  

Diputus 

 

Belum Diputus Bulan Lalu Diterima Jumlah 

1 Januari - 36 36 34 2 

2 Februari 2 57 59 51 8 

3 Maret 8 58 66 66 - 

4 April - 41 41 41 - 

5 Mei - 73 73 66 7 

6 Juni 7 63 70 69 1 

7 Juli 1 85 86 78 8 

8 Agustus 8 52 60 35 25 

9 September 25 55 80 72 8 

10 Oktober 8 70 78 71 7 

11 November 7 65 72 61 11 

12 Desember 11 37 48 48 - 

 Jumlah 692 692  
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Pada Tabel 4 setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019, pada tahun 2021 masih terjadi pandemi Covid 19 bahkan angka dispensasi 

semakin meningkat. 

Menurut Shafar Arfah, S.H.,M.H yang menjabat sebagai Panitera 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB.
77

 Menurutnya pengaruh Covid-

19 terhadap kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  

Kelas IB memiliki beberapa pengaruh.  Pandemi Covid-19 memiliki pengaruh 

terhadap kenaikan angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Sidenreng Rappang Kelas IB, salah satunya melalui dampak terhadap masalah 

ekonomi orang tua. 

Selama pandemi, banyak orang tua mengalami kesulitan ekonomi akibat 

pembatasan sosial dan penurunan aktivitas ekonomi. Kondisi ini memaksa 

beberapa orang tua untuk menyetujui pernikahan dini bagi anak-anak mereka 

sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga. 

………….. Krisis ekonomi yang dialami oleh banyak keluarga selama 

pandemi meningkatkan tekanan untuk mencari jalan keluar dari kesulitan 

finansial. Dalam situasi tersebut, menikahkan anak dianggap sebagai salah satu 

cara untuk mengurangi tanggungan keluarga, meskipun langkah ini melibatkan 

pengajuan dispensasi kawin. 

Secara keseluruhan, pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada 

kesehatan dan mobilitas masyarakat, tetapi juga memberikan tekanan ekonomi 

yang signifikan. Dampak ekonomi ini menjadi salah satu faktor pendorong 

kenaikan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng 

Rappang Kelas IB, karena orang tua mencari cara untuk mengatasi beban finansial 

yang mereka hadapi. 
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 Shafar Arfah, S.H.,M.H, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sidenreng 

Rappang,Wawancara, Sidrap 11 Juni 2024 
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Tabel.5 Rekapitulasi Perkara Dispensasi Nikah yang Diterima di Pengadilan 

Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB pada tahun 2022
78

 

N

No 

 

Bulan 

Banyaknya Perkara  

Diputus 

 

Belum Diputus Bulan Lalu Diterima Jumlah 

1 Januari - 41 41 36 5 

2 Februari 5 36 41 39 2 

3 Maret 2 53 55 43 12 

4 April 12 34 46 34 12 

5 Mei 12 55 67 58 9 

6 Juni 9 41 50 45 5 

7 Juli 5 60 65 54 11 

8 Agustus 11 32 43 30 13 

9 September 13 47 60 48 12 

10 Oktober 12 43 55 43 12 

11 November 12 65 77 60 17 

12 Desember 17 36 53 50 3 

 Jumlah 543 542  

 

Pada Tabel 5, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019, terdapat penurunan angka permohonan dispensasi nikah pada tahun 2022. 

Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh adanya sosialisasi dari hakim kepada 

                                                 
78

 Website Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 



66 
 

 

masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Sidenreng Rappang Kelas IB.  

Sosialisasi yang dilakukan oleh hakim berperan penting dalam 

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ketentuan dan implikasi dari 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hakim menjelaskan secara rinci 

mengenai aturan baru tersebut dengan merujuk kepada Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga masyarakat lebih memahami dampak 

dan konsekuensi dari pengajuan dispensasi nikah. 

Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat menjadi lebih terinformasi dan 

sadar akan pentingnya mematuhi undang-undang yang berlaku. Hal ini berdampak 

pada penurunan jumlah permohonan dispensasi nikah, karena masyarakat mulai 

mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk menikah di usia dini. 

Secara keseluruhan, upaya sosialisasi yang dilakukan oleh hakim di 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB menunjukkan hasil yang positif, 

yaitu penurunan angka permohonan dispensasi nikah pada tahun 2022. Langkah 

ini membuktikan bahwa edukasi dan pemahaman yang baik terhadap peraturan 

dapat mempengaruhi keputusan masyarakat secara signifikan. 
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Tabel.6 Rekapitulasi Perkara Dispensasi Nikah yang Diterima di Pengadilan 

Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB pada tahun 2023
79

 

N

No 

 

Bulan 

Banyaknya Perkara  

Diputus 

 

Belum Diputus Bulan Lalu Diterima Jumlah 

1 Januari 3 24 27 21 6 

2 Februari 6 38 44 37 7 

3 Maret 7 22 29 23 6 

4 April 6 14 20 20 - 

5 Mei - 68 68 62 6 

6 Juni 6 51 57 38 19 

7 Juli 19 36 55 47 8 

8 Agustus 8 47 55 45 10 

9 September 10 30 40 33 7 

10 Oktober 7 46 53 49 4 

11 November 4 46 50 40 10 

12 Desember 10 26 36 36 - 

 Jumlah 448 448  

 

Pada Tabel 6, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019, terdapat penurunan angka permohonan dispensasi nikah pada tahun 2023 di 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB. Penurunan ini disebabkan oleh 
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pendekatan yang lebih selektif dari hakim dalam memutus perkara permohonan 

dispensasi nikah. 

Hakim lebih berhati-hati dan ketat dalam menilai setiap permohonan 

dispensasi nikah. Jika syarat-syarat permohonan tidak sesuai dengan Perma No. 5 

Tahun 2019, terutama jika usia pemohon jauh dari ketentuan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun, maka permohonan tersebut dapat ditolak 

atau tidak dikabulkan. 

Pendekatan selektif ini bertujuan untuk memastikan bahwa dispensasi 

nikah hanya diberikan dalam situasi yang benar-benar mendesak dan memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan. Dengan adanya kebijakan yang lebih ketat ini, 

angka permohonan dispensasi nikah mengalami penurunan, karena masyarakat 

mulai menyadari bahwa permohonan mereka harus memenuhi syarat yang sangat 

spesifik untuk dapat diterima. 

Berikut merupakan salah satu pertimbangan hukum Hakim untuk lebih 

selektif dan hati-hati dalam menilai memberi penetapan permohonan dispensasi 

nikah untuk menurunkan angka dispensasi nikah di Kabupaten Sidenreng 

Rappang. Pertimbangan Hukum Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Sidrap
80

 : 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir di persidangan dengan 

didampingi oleh kuasa hukum Advokat dan Hakim telah memeriksa surat kuasa, 

berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Para Pemohon tersebut dan 
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 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “direktori Putusan Mahkamah Agung”, Official 

Website Direktori Putusan Mahkamah Agung ,diakses pada http: www. 

Putusan.3.mahkamahagung.go.id (tanggal 13 Juni 2024) 
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ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah 

bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 4 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran 

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung 

RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis 

formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam 

pemeriksaan perkara ini. 

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak 

(absolute competentie) Pengadilan Agama. 

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak 

kandungnya yang bernama Anak para pemohon diberi dispensasi untuk 

melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari 

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX disebabkan anak para Pemohon 

sebagai calon mempelai wanita baru berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) 

bulan. 

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Anak 

para pemohon masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat 
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melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan 

Agama. 

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Anak 

para pemohon masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat 

melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan 

Agama. Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon 

dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para 

Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya 

pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan 

pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan 

dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih 

sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya. 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para 

Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai 

dengan P.6, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah 

terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng 

Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah 

ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten 

mengadili perkara ini. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti 

bahwa Anak para pemohon adalah anak perempuan yang lahir dari 

perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 08 Januari 2009, yang berarti baru 

berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, dalam hal ini belum cukup 

umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 

ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti 

bahwa Kasmita binti Muhammad Tang telah menempuh pendidikan hingga 

madrasah ibtidaiyah sederajat dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang 

selanjutnya. 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti 

bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon suami anak para 

pemohon merupakan anak yang lahir pada 30 November 2001 atau saat ini telah 

berusia 22 (dua puluh dua) tahun 7 (tujuh) bulan. 

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga 

telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah 

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana 

merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama 

lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya 

dapat diterima sebagai alat bukti. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para 

Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim 

menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : 

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Anak para pemohon saat ini 

baru berusia 15 tahun 4 bulan dan berniat untuk menikah dengan 

seorang laki-laki bernama Calon suami anak para pemohon; 

- Bahwa Anak para pemohon belum pernah menikah, demikian pula 

Calon suami anak para pemohon belum pernah menikah sebelumnya; 

- Bahwa Anak para pemohon dan Calon suami anak para pemohon telah 

berkenalan lama; 

- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX; 

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan 

penghasilan rata-rata setiap bulan lebih kurang Rp4.000.000, (empat juta 

rupiah); 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim 

menilai bahwa anak para Pemohon, Anak para pemohon baru berusia 15 (lima 

belas) tahun 4 (empat) bulan yang mana usia tersebut masih sangat jauh dari 

batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 

peraturan perundang-undangan di atas, sehingga dengan usia tersebut cenderung 

belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. 

Akibatnya, karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di usia 
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dini berpotensi melahirkan pertengkaran, percekcokan, dan bentrokan antara 

suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan. 

Menimbang, berdasarkan data United Nations Children's Fund 

(UNICEF) tahun 2014 “perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun 

beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan 

perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun” kehamilan di usia muda 

dapat beresiko menderita kanker rahim, bahkan berdampak pada kematian ibu, 

adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (hifz 

al-nafs); 

Menimbang, bahwa data tersebut di atas juga telah dipertegas oleh dr. 

Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak 

di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 

tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa 

pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya 

juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan giziantara 

si ibu dengan janinnya, dengan resiko antara lain, yaitu 

1. Berpotensi melahirkan prematur; 

2. Bayi lahir cacat; 

3. Bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; 

4. Ibu beresiko anemia (kurang darah); 

5. Ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan; 

6. Ibu mudah mengalami eklampsi (kejang pada perempuan hamil); 

7. Meningkatkan angka kematian ibu (AKI); 
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8. Semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin 

rentan terkena kanker serviks; 

9. Resiko terkena penyakit menular seksual; dan 

10. Organ reproduksi belum berkembang sempurna; 

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam 

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 

Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak 

mencakup empat hal, yaitu (1) mengasuh, memelihara, melindungi dan mendidik 

anak, (2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan minat dan 

bakatnya, (3) mencegah anak menikah pada usia dini, (4) memberikan 

pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak. 

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan segenap uraian pertimbangan 

hukum di atas, maka Hakim menilai bahwa permohonan Dispensasi Kawin 

yang diajukan oleh para Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi “alasan 

sangat mendesak” yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan para Pemohon agar Pengadilan 

memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon 

suaminya harus dinyatakan ditolak. 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, 

maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon; 
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Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i 

yang berkaitan dengan perkara ini. 

Dari uraian Pertimbangan Hukum merupakan komitmen  Pengadilan 

Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalm menerapkan efektivitas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019 dalam mengatur dan 

membatasi pemberian dispensasi nikah, serta menunjukkan peningkatan 

kesadaran hukum di kalangan masyarakat. 

2. Faktor-Faktor penyebab tingginya angka dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB 

 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB menerima permohonan 

pengajuan perkara dispensasi nikah setiap tahunnya. Dari hasil penelusuran SIPP 

(Sistem Informasi Penelusuran Perkara) data permohonan dispensasi nikah 

meningkat, hal ini adalah dampak dari perubahan Undang-undang perkawinan, 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia pernikahan yaitu 

untuk laki-laki dan perempuan 19 tahun. 

Rekap data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan temuan 

terkait dispensasi pernikahan anak yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama di 

Indonesia tahun 2019 sebanyak 23.126 kasus, tahun 2020 sebanyak 64.211 kasus, 

2021 sebanyak 59.709 kasus, 2022 sebanyak 52.095 kasus, dan kemudian tahun 

2023 pembaharuan data belum dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama.  Meski menurun, angka pernikahan anak di tahun 2022, 

dispensasi di Indonesia masih tergolong tinggi. Namun, penurunan dispensasi 

dapat menjadi awal untuk pencegahan pernikahan anak. Jika melihat fakta, sejak 
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tahun 2016 jumlah dispensasi perkawinan anak cenderung meningkat. 

Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dimana angka dispensasi anak 

mencapai 64.211 kasus atau meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun 2019. 

Hal ini juga dialami di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB yang 

meningkat dua kali lipat di tahun 2020. 

Selanjutnya rekap data dari hasil penelusuran SIPP (Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara) yang di himpun menjadi laporan tahunan oleh Pengadilan 

Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB. Pada tahun 2019 angka dispensasi nikah 

sebanyak 224, tahun 2020 sebanyak 631, tahun 2021sebanyak 692, tahun 2022 

sebanyak 543 kemudian tahun 2023 sebanyak 448. Dilihat dari jumlah 

penerimaan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng 

Rappang Kelas IB, Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk salah satu 

penyumbang angka tinggi untuk dispensasi nikah di Indonesia. 

Menurut Hj. Jamilah Makiyah, S.Ag. yang menjabat sebagai Panitera 

Muda Permohonan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB sebagai 

berikut : 

………meningkatnya kasus pernikahan di bawah umur sebenarnya 

merupakan dampak dari UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-

undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meningkatkan perkawinan 

dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun sama seperti usia yang ditetapkan 

untuk  laki-laki yakni 19 tahun . Namun, tingginya kasus dispensasi perkawinan 

juga menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di masyarakat masih sangat 

tinggi. Jadi jika ada alasan yang sangat mendesak, meskipun usia seseorang belum 

mencapai 19 tahun, Pengadilan Agama bisa memberikan dispensasi agar mereka 
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tetap dapat menikah secara sah. Undang-undang tidak menjelaskan atau merinci 

apa itu urgensi alasan yang mendesak, Namun oleh masyarakat diterjemahkan 

misalnya hamil dulu karena pergaulan bebas yang tidak terkontrol, maka bisa 

mendapatkan dispensasi nikah……
81

 

Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB penyebab terjadinya 

dispensasi kawin setidaknya disebabkan beberapa faktor berikut; yaitu adat 

budaya setempat, takut melakukan perzinahan, hamil di luar nikah, dan seks di 

luar nikah. Berikut adalah jumlah permohonan berdasarkan alasan-alasan 

pengajuannya 

a. Faktor pendidikan  

Faktor rendahnya tingkat pendidikan tentu memengaruhi meningkatnya 

permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   Kelas 

IB. Hal ini dibuktikan dengan data dua tahun terakhir yang diperoleh dari tahun 

2022-2023 yang telah peneliti peroleh dari Laporan Tahunan Perkara Pengadilan 

Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB yaitu
82
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 Jamilah Makiyah, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sidenreng 

Rappang,Wawancara, Sidrap 06 Mei 2024 
82

 Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, “Facebook Pengadilan Agama Sidrap”, 

Official media social pengadilan Agama Sidrap ,diakses (tanggal 24 Januari 2023) 
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(Gambar 2 Data Statistik Pendidikan anak Permohonan Dispensasi Nikah di 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB tahun 2022.) 
 

 

(Gambar 3 Data Statistik Pendidikan anak Permohonan Dispensasi Nikah di 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB tahun 2023 

 

Salah satu faktor yang sangat memengaruhi rendahnya tingkat pendidikan 

dalam keluarga adalah kesulitan dalam mencari penghasilan tambahan karena 

kondisi ekonomi yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan anak-anak terpaksa 

untuk berhenti sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih 

tinggi. 

Pendidikan dianggap sebagai pintu gerbang kehidupan. Dengan 

mendapatkan pendidikan, seseorang akan memiliki wawasan yang lebih luas. 
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Pendidikan memengaruhi cara seseorang berpikir dan melihat dunia. Individu yang 

memiliki pendidikan tinggi cenderung lebih terbuka terhadap perubahan positif dan 

mampu memilihnya dengan lebih bijaksana.  

Semakin muda seseorang menikah, semakin rendah kemungkinan ia 

mencapai tingkat pendidikan yang tinggi. Tingkat pendidikan seseorang dapat 

mencerminkan sejauh mana kematangan pribadinya dalam menanggapi lingkungan 

sekitar dan menganalisis informasi yang diperoleh. Berdasarkan data yang 

terkumpul, tidak ada pelaku yang menyelesaikan pendidikan tinggi, 

mengindikasikan bahwa mayoritas dari mereka memiliki tingkat pendidikan yang 

rendah. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya pendidikan dalam membentuk 

pola pikir dan perilaku seseorang, serta bagaimana hal itu memengaruhi interaksi 

mereka dengan dunia sekitar. Oleh karena itu, perlu upaya untuk meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat agar dapat 

meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan dalam meraih kesuksesan yang lebih 

baik.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, mayoritas pemohon 

Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB memiliki 

tingkat pendidikan terendah, dengan persentase terbanyak adalah mereka yang 

hanya tamat SMP. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan yang rendah 

menjadi faktor dominan di balik permohonan Dispensasi Nikah di wilayah tersebut. 

Tingginya angka permohonan Dispensasi Nikah ini kemungkinan besar disebabkan 

oleh rendahnya tingkat pendidikan pemohon, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh 

faktor ekonomi keluarga yang kurang mencukupi. Situasi ini memunculkan sebuah 
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siklus, di mana ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

menjadi penyebab utama anak-anak tidak melanjutkan pendidikan mereka.  

Dalam kondisi kebutuhan ekonomi yang mendesak, anak perempuan 

remaja seringkali dipandang sebagai beban tambahan bagi keluarga yang miskin. 

Sebagai akibatnya, perkawinan pada usia yang masih muda dianggap sebagai solusi 

untuk meringankan beban finansial orang tua. Oleh karena itu, terlihat bahwa 

rendahnya tingkat pendidikan dipicu oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil, yang 

pada gilirannya memperburuk situasi perkawinan usia muda di masyarakat tersebut. 

Dalam hal ini, perkawinan usia muda merupakan salah satu gejala yang 

menunjukkan rendahnya status perempuan. Fenomena perkawinan usia muda 

lainnya terkait dengan putus sekolah yang berdampak pada rendahnya tingkat 

pendidikan akan merugikan posisi ekonomi mereka karena eratnya hubungan antara 

ketimpangan ekonomi dengan pendidikan yang rendah. Pendidikan juga rendah 

ketika ekonomi buruk karena orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya. 

Meski kesiapan ekonomi bukan menjadi pertimbangan penting saat membentuk 

rumah tangga, pernikahan dini kerap dijadikan alasan untuk meringankan ekonomi 

keluarga.  

Pendidikan bagi anak-anak memiliki peranan yang sangat penting. Ketika 

seorang anak memutuskan untuk berhenti sekolah pada usia yang seharusnya masih 

dalam masa wajib sekolah, seringkali mereka mengisi waktu dengan bekerja. Proses 

ini kadang membuat mereka merasa lebih mandiri karena telah memperoleh 

penghasilan sendiri, meskipun tanpa latar belakang pendidikan yang memadai. 

Karena merasa telah mampu menghidupi diri sendiri, anak-anak tersebut cenderung 
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merasa siap untuk memasuki fase pernikahan, bahkan pada usia yang masih terlalu 

muda.  

Keputusan untuk menikah pada usia yang belum matang seringkali 

dipengaruhi oleh persepsi diri yang salah bahwa keberhasilan dalam mandiri secara 

finansial setara dengan kesiapan untuk menjalani kehidupan pernikahan. Namun, 

hal ini bisa mengakibatkan dampak negatif jangka panjang, terutama karena 

kurangnya kesiapan mental dan emosional serta kurangnya pemahaman akan 

tanggung jawab yang besar dalam sebuah pernikahan.  

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang berkelanjutan bagi 

anak-anak. Dengan memberikan akses pendidikan yang baik dan memadai, anak-

anak dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang lebih 

baik tentang masa depan mereka, sehingga lebih mampu membuat keputusan yang 

tepat dan bertanggung jawab terkait dengan pernikahan dan kehidupan mereka di 

masa yang akan datang. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut 

menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya 

melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan 

dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat hal-hal yang tidak diinginkan 

dapat terjadi. Hal inilah yang mendorong orang tua untuk lebih cepat menikahkan 

anaknya yang masih di bawah umur.  

Sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan 

memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah 

remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu 
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tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup. Anak-anak sendiri tidak 

memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi. 

b. Faktor Ekonomi 

Pendidikan redah ketika ekonomi lemah karena orang tua tidak mampu 

membiayai pendidikan anak-anak mereka. Faktor ekonomi juga sangat penting. 

Sangat tidak mungkin seseorang dengan pendidikan rendah akan mendapatkan 

pekerjaan yang layak.  

Permohonan dispensasi perkawinan seringkali diajukan sebagai langkah 

untuk mengurangi beban keuangan keluarga, tetapi ironisnya, hasilnya justru 

berkebalikan. Dalam situasi ekonomi yang sulit, orang tua sering kali menghadapi 

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup anak-anak mereka, termasuk biaya 

pendidikan. Salah satu dampaknya adalah ketidakmampuan untuk menyediakan 

dana pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka. Akibatnya, banyak orang 

tua yang memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka dalam usia yang 

relatif muda, dengan harapan dapat mengurangi beban finansial keluarga dan 

memberikan kesempatan kepada anak untuk hidup dengan lebih baik.  

Namun, keputusan tersebut justru membawa konsekuensi yang serius. 

Alih-alih memberikan solusi, perkawinan usia muda malah memperburuk situasi 

ekonomi keluarga dan berpotensi menghambat perkembangan pendidikan anak-

anak. Dengan menikahkan anak-anak pada usia yang masih belia, peluang mereka 

untuk melanjutkan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih cerah menjadi 

terbatas. Ini membawa dampak jangka panjang yang merugikan, baik bagi individu 
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maupun masyarakat secara keseluruhan, karena pendidikan memiliki peran penting 

dalam mengangkat taraf hidup dan mengurangi kemiskinan.  

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak 

bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan 

beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang 

yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang.Karena alasan pemohon 

sudahtidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu 

menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi 

nikah di Pengadilan. Banyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang 

menyebabkan maraknya perkawinan di bawah umur, ketika orang tua mengalami 

masalah ekonomi, anak perempuanlah yang dikorbankan, kemudian anak tersebut 

diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar membantu orang tuanya. Dengan 

mengawinkan anak perempuannya, orang tua berharap beban hidup mereka akan 

berkurang. Sayangnya, terkadang para gadis ini juga menikah dengan pria 

berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru. 

c. Faktor Adat Istiadat 

Adat budaya. Sebagian remaja terpengaruh oleh adat dan budaya. Pada 

gilirannya, hal tersebut dapat mempengaruhi anak yang belum menikah. Bahkan, 

adat dan budaya bisa disalah artikan disuatu komunitas sehingga menjadi stigma, 

seperti stigma perawan tua tidak laku atau lainnya, kemudian nilai dan akhirnya 

menjadi kepercayaan. Hal ini juga diyakini faktor budaya yang turut mendorong 

meningkatnya pernikahan dini, antara lain: orang tua yang mengadakan 

perjodohan, keinginan orang tua anaknya cepat menikah demi menjaga garis 
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keturunan, atau bahkan banyaknya anggota masyarakat yang melakukan 

manipulasi umur.  

Ada beberapa faktor budaya yang dapat mendorong meningkatnya 

pernikahan dini. Salah satunya adalah praktik perjodohan yang masih 

dipraktikkan oleh beberapa orang tua. Selain itu, ada dorongan dari orang tua 

yang ingin anak mereka menikah cepat untuk memastikan kelangsungan garis 

keturunan keluarga mereka. Di samping itu, dalam beberapa masyarakat, terdapat 

kecenderungan untuk memanipulasi usia pernikahan, yang dapat berdampak pada 

peningkatan pernikahan dini. Semua faktor ini menunjukkan bagaimana budaya 

dapat memainkan peran penting dalam membentuk norma-norma sosial seputar 

pernikahan dan hubungan. 

d. Faktor pergaulan bebas dan kemudahan akses informasi 

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya permohonan 

dispensasi nikah adalah pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar 

pernikahan, yang mencapai angka sebesar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 

pengawasan yang dilakukan oleh orang tua serta fenomena pergaulan bebas yang 

semakin merebak di kalangan anak-anak pada era saat ini. Berikut adalah keadaan 

anak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   

Kelas IB Pada Tahun 2022
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(Gambar 4 Data Keadaan Anak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan 

Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB Pada Tahun 2022) 

 

Tingkat pengawasan yang rendah dari orang tua cenderung memberikan 

kesempatan bagi remaja untuk terlibat dalam hubungan yang tidak terkontrol, 

tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Selain itu, fenomena pergaulan bebas juga memberikan tekanan dan pengaruh 

yang kuat terhadap perilaku remaja, memicu terjadinya hubungan yang tidak 

terencana dan berujung pada kehamilan di luar pernikahan. Berikut adalah alasan 

mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB 

Pada Tahun 2023    

 

(Gambar 5. Data Keadaan Anak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan 

Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB Pada Tahun 2023) 
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 Di Kabupaten Sidenreng Rappang 7 % telah berhubungan badan dan hamil 

di luar nikah, kondisi ini menandakan adanya kebutuhan mendesak akan 

peningkatan peran orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak 

mereka, serta perlunya upaya bersama dalam mengatasi masalah pergaulan bebas 

di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, langkah-langkah preventif dan 

intervensi yang tepat perlu diterapkan untuk mengurangi angka permohonan 

dispensasi nikah akibat kehamilan di luar pernikahan, guna menciptakan generasi 

muda yang lebih bertanggung jawab dan berbudaya. 

Kehamilan seorang perempuan seringkali mendorongnya atau keluarganya 

untuk memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Alasan utamanya adalah 

kekhawatiran akan munculnya stigma atau celaan di masyarakat karena adanya 

anak yang lahir tanpa kehadiran seorang ayah, yang dapat menjadi sebuah aib 

bagi keluarga dan individu tersebut. Di tengah norma-norma sosial yang masih 

kental, keberadaan seorang ayah dalam kehidupan anak dianggap sangat penting 

sebagai penjaga kehormatan dan identitas keluarga. Oleh karena itu, dalam situasi 

kehamilan di luar pernikahan, tekanan sosial yang timbul mendorong pilihan 

untuk menikah sebagai upaya untuk menghindari stigma dan menjaga martabat 

keluarga. Namun demikian, keputusan untuk menikah dalam situasi seperti ini 

seringkali diambil dalam kondisi yang kurang ideal, tanpa mempertimbangkan 

kesiapan emosional dan kematangan hubungan antara pasangan. Hal ini dapat 

berpotensi menciptakan lingkaran masalah baru, seperti konflik dalam rumah 

tangga atau kesulitan dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pasangan dan 

orang tua.  
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Oleh karena itu, penting bagi individu dan masyarakat untuk memperluas 

pemahaman tentang konsekuensi dari menikah secara tergesa-gesa dalam situasi 

yang belum matang secara emosional dan hubungan yang belum stabil. Dengan 

demikian, diperlukan upaya yang lebih besar dalam memberikan dukungan dan 

pembinaan kepada individu yang mengalami kehamilan di luar pernikahan, serta 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesejahteraan emosional dan 

hubungan yang sehat dalam memutuskan langkah yang terbaik bagi diri mereka 

dan anak yang akan lahir.  

Di era modern ini, akses terhadap informasi semakin mudah dengan 

pesatnya penggunaan internet dan media sosial, terutama di kalangan anak dan 

remaja yang merupakan pengguna utama. Perubahan gaya komunikasi dan 

interaksi di antara mereka pun tak terhindarkan. Internet, khususnya melalui 

jejaring sosial, menyediakan berbagai jenis informasi yang dapat diakses dengan 

cepat dan mudah, baik bagi mereka yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. 

Namun, dampak dari kemudahan akses informasi ini tidak selalu positif. 

Para remaja sering kali terpapar dengan konten negatif seperti pornografi, promosi 

berpacaran yang berisiko, informasi yang tidak akurat tentang seks, bahkan 

promosi pernikahan. Paparan terhadap konten semacam itu memiliki risiko besar 

bagi perkembangan dan kesejahteraan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa 

meskipun akses terhadap informasi menjadi lebih mudah, perlu ada pengawasan 

dan pendampingan yang lebih baik terutama dari orang tua dan pendidik untuk 

membimbing anak-anak dalam mengonsumsi informasi secara sehat dan positif. 

Duduk perkara pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng 
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Rappang  Kelas IB yang dikarenakan kehamilan terjadi pada wanita             yang dibawah 

usia 16 tahun atau karena pria yang masih dibawah 19 tahun yang telah 

menghamili pasangannya. Pernikahan pada usia remaja banyak terjadi pada masa 

pubertas, hal ini dapat terjadi karena remaja sangat rentan serta berbahaya terhadap 

perilaku seksual yang dapat membuat mereka mempunyai keinginan untuk 

melakukan tindakan seksual saat sebelum perkawinan, pada usia remaja sangat 

membutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh dan serius dalam 

perkembangannya, kondisi emosional mereka yang sering berubah membuat 

remaja menjadi sering merasakan cemas rasa kecemasan, hubungan seksual yang 

dilakukan remaja ini berawal dari kenakalan remaja dan gagalnya pendidikan yang 

merupakan faktor pendukung dari adanya kenakalan pada remaja. kehamilan diluar 

nikah dapat terjadi karena beberapa alasan                              diantaranya: 

a. Kurangnya pemahaman dan informasi mengenai pendidikan seksual di 

kalangan remaja telah menciptakan dampak negatif yang beragam. 

Fenomena kebebasan dalam pergaulan antar lawan jenis terlihat jelas dalam 

kehidupan sehari-hari, sering kali berujung pada kehamilan yang tidak 

direncanakan. Selama masa transisi menuju kedewasaan, keinginan untuk 

bereksplorasi secara seksual sering kali timbul sebagai bagian alami dari 

proses perkembangan remaja. Hal ini merupakan manifestasi dari keinginan 

untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan identitas remaja. Namun, tanpa 

pengetahuan yang memadai tentang konsekuensi dari perilaku seksual, 

remaja rentan terhadap risiko seperti kehamilan yang tidak diinginkan dan 

penularan penyakit menular seksual. Oleh karena itu, penting untuk 
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meningkatkan akses remaja terhadap pendidikan seksual yang komprehensif 

dan akurat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana 

dan bertanggung jawab terkait dengan kesehatan dan kehidupan seksual 

mereka. 

b. Dengan berkembangnya media dan informasi yang mempermudah akses 

internet, terutama bagi para remaja saat ini, paparan terhadap konten media 

massa, baik itu dalam bentuk media cetak maupun elektronik yang cenderung 

mengandung unsur pornografi, memiliki dampak yang signifikan terhadap 

keinginan remaja untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Di 

usia remaja, seringkali muncul berbagai perilaku seksual yang berisiko, 

dimulai dari tindakan sederhana seperti berpegangan tangan, ciuman di 

kening, hingga melakukan hubungan seksual. Hal ini menandakan adanya 

tahapan tertentu dalam eksplorasi seksual remaja yang dipengaruhi oleh 

lingkungan sekitar dan paparan media. Dengan semakin mudahnya akses 

terhadap konten pornografi melalui internet, remaja rentan terhadap pengaruh 

negatif yang mendorong mereka untuk melakukan hubungan seksual tanpa 

mempertimbangkan konsekuensi dan nilai-nilai moral yang terkait. Oleh 

karena itu, perlunya upaya serius untuk memberikan pemahaman yang lebih 

baik kepada remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan seksual dan 

memahami batasan-batasan dalam hubungan antarpribadi, serta pentingnya 

pengawasan dan bimbingan dari orang tua dan lembaga pendidikan dalam 

menghadapi dampak negatif dari media massa. 

Perilaku seksual remaja sebelum menikah dapat mengakibatkan 
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dampak negatif yang signifikan. Selain itu, media sosial dan berbagai situs 

yang dengan terang-terangan menampilkan konten seksual atau gambar-

gambar yang tidak sesuai bagi remaja memiliki potensi besar untuk 

meningkatkan jumlah remaja yang terlibat dalam hubungan seksual. Pada 

masa remaja, terjadi perubahan perilaku dan perubahan psikologis yang 

signifikan, yang sering kali menyertai munculnya dorongan seksual. Dengan 

paparan yang luas terhadap konten-konten yang merangsang seksual melalui 

media sosial dan internet, remaja rentan terhadap pengaruh negatif yang 

dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam hubungan seksual tanpa 

kesiapan fisik dan emosional yang memadai. Dampak dari perilaku seksual 

yang tidak terkendali pada usia remaja dapat meliputi peningkatan risiko 

kehamilan tidak direncanakan, penularan penyakit menular seksual, serta 

konsekuensi psikologis seperti peningkatan stres, kecemasan, dan rendahnya 

harga diri. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran remaja 

tentang risiko dan konsekuensi dari perilaku seksual yang tidak bertanggung 

jawab, serta pentingnya memahami dan menghormati nilai-nilai moral dan 

budaya dalam menjaga kesehatan seksual dan kesejahteraan emosional 

mereka. 

c. Kurangnya pengetahuan agama memainkan peran penting dalam upaya 

mencegah kehamilan di luar nikah, karena kehidupan beragama yang kokoh 

sering kali mencerminkan pemahaman dan ketaatan yang tinggi terhadap 

ajaran agama. Orang yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya memiliki 

kemampuan untuk mengendalikan diri dalam segala situasi dan menghindari 
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perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agamanya. Dengan 

pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moral dan etika yang 

diajarkan oleh agamanya, individu yang religius dapat mempertahankan 

sikap yang sesuai dengan ajaran agama dalam menghadapi godaan dan 

tekanan dari lingkungan sekitar. Kehadiran ilmu agama sebagai panduan 

moral dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu individu untuk membuat 

keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab, termasuk dalam hal 

menjaga kesucian hubungan antarpribadi dan menghindari konsekuensi 

negatif seperti kehamilan di luar pernikahan. Dengan demikian, pemahaman 

yang kuat tentang nilai-nilai agama tidak hanya memberikan arahan spiritual, 

tetapi juga menjadi landasan yang kuat dalam membentuk perilaku yang 

sesuai dengan norma-norma moral dan sosial yang berlaku dalam 

masyarakat. 

d. Pengaruh dari teman sebaya dan lingkungan sekitar, ditambah dengan 

kurangnya pengawasan dari orang tua, merupakan faktor utama yang 

berkontribusi pada terjadinya kehamilan di luar pernikahan. Kondisi ini dapat 

menimbulkan rasa malu dan stigma bagi keluarga yang terkait. Remaja 

cenderung rentan terhadap pengaruh teman sebaya dan lingkungan yang 

mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku yang tidak bertanggung 

jawab, termasuk dalam hal hubungan seksual pranikah. Kurangnya 

pengawasan dan bimbingan dari orang tua juga memperburuk situasi ini, 

karena remaja dapat merasa lebih bebas untuk melakukan keputusan tanpa 

mempertimbangkan konsekuensi dan nilai-nilai moral yang berlaku. 
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Akibatnya, kehamilan di luar pernikahan seringkali menyebabkan rasa malu 

dan kekecewaan dalam lingkungan keluarga, karena bertentangan dengan 

norma-norma sosial dan ekspektasi yang ada. 

Dari berbagai faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB, faktor dominan yang menjadi 

penyebab tingginya angka permohonan adalah faktor pendidikan dan faktor 

ekonomi. 

Faktor pendidikan berperan signifikan dalam tingginya angka permohonan 

dispensasi nikah. Rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat 

menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai risiko dan dampak negatif dari 

pernikahan dini. Banyak remaja yang tidak mendapatkan informasi yang memadai 

mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Hal ini 

mendorong mereka untuk menikah di usia muda, yang kemudian memerlukan 

dispensasi nikah. 

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penyebab utama tingginya angka 

permohonan dispensasi nikah. Banyak keluarga yang menghadapi kesulitan 

ekonomi melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial. 

Dalam situasi ekonomi yang sulit, menikahkan anak perempuan sering dianggap 

sebagai cara untuk mengurangi tanggungan keluarga dan mengatasi masalah 

ekonomi. Kondisi ini mendorong orang tua untuk mengajukan permohonan 

dispensasi nikah bagi anak-anak mereka. 

Secara keseluruhan, rendahnya tingkat pendidikan dan tekanan ekonomi 

menjadi faktor utama yang mendorong tingginya angka permohonan dispensasi 
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nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB. Untuk mengatasi 

masalah ini, diperlukan upaya peningkatan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat agar mereka dapat memahami dan menghindari risiko pernikahan dini. 

3. Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB dalam 

Meminimalisir Perkara Disepensasi Nikah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai prevalensi 

perkawinan anak tertinggi di wilayah Asia Timur dan Pasifik. Di Indonesia, 25% 

dari perempuan usia 20-24 tahun menikah pada usia sebelum 18 tahun. Bahkan di 

beberapa provinsi angka itu bisa mencapai angka 30%. Ini berdasarkan data dari 

BPS- Sensus tahun 2019-2023.
85

 Sedangkan data pada tahun 2022 yang 

bersumber juga dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa prevalensi tersebut 

untuk Indonesia mencapai 25,71%, dengan angka tertinggi untuk provinsi 

Kalimantan Selatan 39,53% dan terendah provinsi Yogyakarta 11,07%. Sementara 

untuk Jakarta sebagai ibukota negara, angka itu “hanya” 12,76%, kedua terendah 

setelah Yogyakarta.  

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB menyimpan data 

pengajuan dispensasi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten 

Sidenreng Rappang. Informasi tentang, hasil penetpan dispensasi nikah oleh 

Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB, sebagai berikut: 

Rekapitulasi Data Dispensasi Nikah dari Tahun 2019-2023 di Pengadilan 

Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB  

                                                 
85

 Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Aguang RI,”Kinsatker Badilag,”Jakarta 

16 Maret 2023. 
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(Gambar 6. Data Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidenreng 

Rappang   Kelas IB Pada dari Tahun 2019-2023) 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB mempunyai peran dan 

responsibitas yang signifikan dalam pencegahan perkawinan anak di Indonesia. 

Dapat dilihat dari jumlah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng 

Rappang   Kelas IB di tiap tahunnya mengalami penurunan, karena di dalam 

persidangan Hakim yang bersidang memberikan nasehat serta pandangan kepada 

pemohon, anak pemohon, calon anak pemohon, orangtua calon anak pemohon 

dampak buruk dari pernikah anak yang dilakukan terlalu dini.  

Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan boleh tidaknya 

seorang anak perempuan dan laki-laki di bawah 16 tahun untuk melangsungkan 

dan mencatatkan perkawinannya secara hukum. Pengadilan Agama khususnya 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB dapat dikatakan sebagai 

terminal akhir dalam proses perkawinan anak setelah tidak dapat didaftarkan di 

Kantor Urusan Agama (KUA) karena tidak dilaksanakan di hadapan dan di 
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bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Jika pernikahan yang tidak 

didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sering 

disebut sebagai pernikahan "di bawah tangan", yang tidak memiliki kekuatan 

hukum. Dengan demikian, evaluasi kinerja oleh ketua Pengadilan tidak hanya 

menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme hakim, tetapi 

juga dapat menjadi sarana untuk mendorong peningkatan kualitas keputusan 

hukum terkait dispensasi nikah. Melalui pendekatan ini, diharapkan angka 

dispensasi nikah dapat ditekan secara efektif dengan memastikan bahwa hakim 

melakukan penilaian yang cermat dan adil dalam setiap kasus yang mereka 

tangani. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Perkembangan Permohonan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2019-2023 Di 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB 

a. Pengertian Dispensasi Nikah  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dispensasi perkawinan 

adalah pengecualian dari urutan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan 

dari suatu kewajiban atau larangan, bahwa tindakan pemerintah yang menyatakan 

bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku suatu hal khusus. Dalam 

artian bahwa dispensasi adalah suatu kelonggaran dalam memberikan keringan 

yang khusus dari undang-undang. Jadi pada dasarnya dispensasi nikah merupkan 

kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan menjadi 

dibolehkan untuk dilakukan. Dispensasi nikah merupakan salah satu kewenangan 

absolut yang diberikan oleh Undang-undang Kepada Pengadilan Agama untuk 
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memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi 

seseorang yang berhalangan menikah. Dispensasi nikah ini merupakan solusi bagi 

calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang memiliki umur 

yang belum mencapai usia minimum untuk melangsungkan perkawinan.  

Di mana dispensasi ini diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan yang 

medesak dan bukti yang cukup. Dispensasi nikah dalam perkawinan anak di 

bawah umur berbagai macam alasan seseorang untuk menikah, dari segi 

pelakunya bahwa perkawinan anak di bawah umur dibagi menjadi dua macam 

yaitu pertama, perkawinan anak di bawah umur dengan orang dewasa, dan kedua 

perkawinan sesama anak di bawah umur.
86

 

2. Prosedur dan Syarat Dispensasi Nikah 

Mengenai prosedur dan syarat yang harus diperhatikan dalam permohonan 

dispensasi nikah sudah sangat jelas diatur Dalam Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan 

Dispensasi Kawin. Dalam hal prosedur permohonan dispensasi nikah, bahwa 

pengajuan permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua salah satu calon 

mempelai pria dan wanita kepada Ketua Pengadilan Agama dalam wilayah hukum 

dimana calon mempelai berdomisili atau bertempat tinggal. 

Pengajuan permohonan dispensasi nikah dapat dilakukan apabila telah 

mendapatkan surat penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama)  bahwa tidak 

dapat melakukan perkawinan kemudian surat penolakan tersebut dijadikan dasar 
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untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dalam 

mengajukan permohonan dispensasi nikah, syarat administrasi yang harus 

diperhatikan dalam Pasal 5 Ayat (1) a), adanya surat permohonan, b). foto kopi 

kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali, c). foto kopi kartu keluarga, d. foto 

kopi kartu tanda penduduk da atau katu identitas anak dan atau akta kelahiran 

anak, e). foto kopi kartu tanda penduduk dana tau foto kopi kartu identitas anak 

dan atau akta kelahiran calon suami/istri dan, f). foto kopi ijazah pendidikan 

terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak. 

Proses pengajuan dan pertimbangan dispensasi nikah dapat bervariasi 

tergantung pada yurisdiksi dan lembaga yang berwenang di negara atau wilayah 

tertentu. Di bawah ini adalah proses pengajuan dan pertimbangan dispensasi nikah 

pada Kabupaten Sidenreng Rappang:  

a. Mengajukan permohonan: Calon pengantin yang memenuhi syarat untuk 

mengajukan dispensasi nikah harus mengajukan permohonan secara resmi ke 

pengadilan atau lembaga yang berwenang. Biasanya, permohonan ini harus 

diajukan secara tertulis dan memuat informasi yang relevan seperti identitas 

calon pengantin, alasan permohonan, dan berkas pendukung yang diperlukan. 

b. Pemeriksaan dokumen: Setelah menerima permohonan, pengadilan atau 

lembaga yang berwenang akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen 

yang diajukan oleh calon pengantin. Mereka akan memverifikasi keaslian dan 

kelengkapan dokumen, seperti kartu identitas, akta kelahiran, surat 

persetujuan orang tua, bukti kesehatan, atau dokumen lain yang diminta.  
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c. Pertimbangan hakim: Setelah pemeriksaan dokumen, pengadilan atau hakim 

yang berwenang akan mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah. 

Pertimbangan ini mencakup penilaian terhadap alasan yang diajukan dalam 

permohonan, kepentingan umum, kesejahteraan calon pengantin, dan 

kepatuhan terhadap Undang-Undang yang berlaku.  

d. Keputusan dispensasi nikah: Setelah mempertimbangkan semua faktor yang 

relevan, pengadilan atau hakim akan membuat keputusan mengenai 

permohonan dispensasi nikah. Keputusan ini dapat berupa persetujuan atau 

penolakan. Jika permohonan disetujui, calon pengantin akan diberikan izin 

khusus untuk melangsungkan pernikahan meskipun mereka tidak memenuhi 

persyaratan hukum yang biasanya berlaku. 

Analisis peneliti dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas 

perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dibawah 

umur bahwa berdasarkan penjelasan diatas dengan dispensasi pernikahan adalah 

hubungan antara pria dan wanita yang membuat sebuah komitmen personal dan 

legal untuk hidup sebagai suami dan istri dengan menerima tanggung jawab dan 

memainkan peran sebagai suami dan istri. Dengan melihat fenomena sekarang 

yang terjadi pada masyarakat sebaiknya diberikan ketentuan atau aturan akan 

pemahaman tentang ilmu pernikahan, agar bisa menjadi pertimbangan kepada 

pasangan yang akan melangsungkan pernikahan yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019. 

 Pada fase dalam hidup yang bisa dijalani seorang muslim yang telah 

menemukan pasangan hidup dan siap secara mental dan finansial dan jika sudah 



99 
 

 

mampu dan matang secara emosional dengan menikah, seseorang dapat 

meyempurnakan separuh agamanya pemahaman atau pengetahuan tentang 

pernikahan dengan menciptakan suasana yang harmonis dan bahagia, dalam 

ikatan tali pernikahan antara pria dan wanita, dan muncul hak dan kewajiban 

yang mesti dipenuhi oleh masing-masing pasangan.
87

 Berdasarkan tentang 

pernikahan bahwa berumah tangga seseorang dapat mendidik generasi muslim 

yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, yang merupakan tabungan 

pahala dan amal kebaikan yang berkepanjangan. 

3. Perkembangan Dispensasi Nikah di Kabupaten Sidenreng Rappang 

Hukum adat perkawinan di Indonesia sangat berbeda-beda termasuk dalam 

perkawinan anak. Perkawinan dibawah umur menurut hukum adat setempat tidak 

dibolehkan tanpa alasan apapun, namun dipihak lain perkawinan anak di bawah 

umur menurut ketentuan Hukum Negara dan Kompilasi Hukum Islam dibolehkan 

dengan alasan-alasan tertentu yang dari sisi kaca mata hukum adat alasan-alasan 

tersebut ditolak. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji secara komprehensif 

alasan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur menurut hukum 

Negara, kompilasi hukum Islam dan hukum adat untuk mendapat solusi dari 

praktek perkawinan anak dibawah umur yang kini menjadi trend di masyarakat.
88

  

Upaya perlindungan anak hendaknya dilakukan sedini mungkin, sejak 

janin dalam kandungan hingga anak mencapai usia 18 tahun. Undang-undang ini 

didasarkan pada konsep perlindungan anak secara utuh, dan komprehensif serta 
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menetapkan kewajiban melindungi anak berdasarkan prinsip-prinsip non-

diskriminasi, kesejahteraan anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, 

perkembangan, dan menghormati pendapat anak-anak. Akan tetapi perubahan 

undang-undang ini justru meningkatkan jumlah pengajuan surat nikah di 

Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengajuan surat permohonan 

dispensasi pernikahan di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya. 

Hukum progresif adalah respons terhadap kekhawatiran tentang tidak 

adanya sarana hukum yang efektif untuk mengatasi masalah nasional dan negara. 

Pada kenyataannya, penegakan hukum telah banyak kemajuan, tetapi belum dapat 

sepenuhnya mengatasi masalah sosial. Mahkamah Kontitusi telah melakukan 

pengujian atas Pasal 7 ayat (1) UUP  pada frasa “16 (enam belas) tahun” yang 

secara a contrario tidak seragam dengan beberapa pasal yang berlaku dalam 

perundang-undangan Indonesia. 
89

Pengujian tersebut dapat terlihat dalam dunia 

hukum yang dikenal dengan ajaran (het recht hintk achter de feiten) hukum itu 

berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan. Oleh karenanya kondisi semacam ini, 

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya “Law and society an introduction, yaitu.  

a. pengawasan atau pengendalian social (social control); 

Dalam hal ini upaya pengendalian sosial untuk mencegah dispensasi nikah 

melibatkan berbagai strategi yang berfokus pada penguatan norma sosial, 

pendidikan, dan implementasi kebijakan yang relevan. Salah satunya adalah 

dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya komitmen dalam pernikahan 
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melalui program pendidikan yang melibatkan sekolah, dan lembaga masyarakat 

lainnya. Selain itu, pemberian layanan konseling pranikah dan paska nikah juga 

menjadi penting untuk membantu pasangan memahami makna dan tanggung 

jawab dalam menjalani pernikahan. penyelesaian sengketa (dispute settlement). 

b. penyelesaian sengketa (dispute settlement); 

Dalam hal ini salah satu pendekatan yang penting dalam mencegah 

dispensasi nikah adalah melalui penyelesaian sengketa yang efektif. Proses 

penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari 

mediasi hingga konseling pernikahan. Mediasi memberikan kesempatan bagi 

pasangan untuk duduk bersama dan mencari solusi atas perbedaan mereka dengan 

bantuan mediator yang netral.  

c. rekayasa sosial (social engineering). 

Dalam hal ini rekayasa sosial dapat menjadi instrumen yang efektif dalam 

usaha mengurangi angka dispensasi nikah di Indonesia. Salah satu pendekatan 

yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan kampanye edukasi yang luas guna 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga stabilitas pernikahan dan 

komitmen dalam hubungan. Langkah ini bisa dilakukan melalui berbagai media, 

termasuk media massa dan sosial, serta melalui penyelenggaraan acara publik. 

Selain itu, pendidikan pernikahan dapat diperkuat dengan memasukkannya ke 

dalam kurikulum sekolah, sehingga calon pasangan mendapatkan pengetahuan 

dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat. 

Program konseling pernikahan juga bisa diintensifkan, memberikan bantuan bagi 

pasangan dalam menyelesaikan konflik sebelum mencapai titik di mana 
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dispensasi nikah dianggap sebagai satu-satunya solusi. Selain itu, perempuan 

dapat diberdayakan melalui akses yang lebih besar pada pendidikan dan pelatihan, 

meningkatkan kemandirian ekonomi mereka, dan memberi mereka kemampuan 

untuk membuat pilihan yang tepat dalam memilih pasangan hidup. Kolaborasi 

yang erat antara pemerintah dan masyarakat juga penting untuk menyediakan 

dukungan yang komprehensif bagi pasangan yang ingin menikah maupun yang 

sudah menikah. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, diharapkan akan tercipta 

lingkungan yang mendukung pernikahan yang sehat dan mengurangi kebutuhan 

akan dispensasi nikah di Indonesia. 

Oleh karenanya, suatu hukum sangat tidak dianjurkan untuk tetap bertahan 

dan memaksa konstruksi hukum yang kontradiktif dengan pergerakan 

masyarakat. Meski suatu hal yang tidak mudah bagi hukum untuk selalu siap 

sedia menghadapi dan melayani perubahan-perubahan atau kepincangan-

kepincangan yang akan banyak dijumpai sebagai tanda ciri dari masyarakat yang 

tengah dalam masa transisi, tetap harus diwujudkan untuk kemaslahatan rakyat. 

Uraian di atas menunjukkan perkembangan sebuah aturan mengenai minimum 

umur perkawinan dalam rangka melindungi hak-hak anak, terutama perempuan, 

yang tampak jelas terlihat sudah tidak sesuai lagi dengan batas usia wanita untuk 

menikah di masa sekarang.  

Undang-undang perubahan ini berakibat pada semakin banyaknya 

pengajuan dispensasi nikah, hal ini dikarenakan implementasi Undang-Undang 

yang dirasa sangat sulit untuk menerapkan batas usia pernikahan dikarenakan 

budaya dan norma masyarakat yang terkadang tidak sesuai dengan harapan untuk 



103 
 

 

perbaikan pencegahan pernikahan diusia dini sehingga berdampak secara 

menyeluruh terhadap faktor diantaranya perceraian, maupun pengajuan 

dispensasi pernikahan yang terus meningkat. Dalam peraturan perundang-

undangan telah di atur bahwa suatu perkawinan dapat dilakukan apabila adanya 

suatu persejutuan dari kedua belah pihak dan kedua belah pihak telah memiliki 

kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga, kematangan 

dan kesiapan tersebutlah yang kemudian dibatasi dengan usia minimal di 

perbolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan.  

Dalam hal terjadinya penyimpangan sebagaimana yang telah diatur dalam 

perundang-undangan tersebut maka orang tua calon mempelai baik pria maupun 

wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan 

agama setempat dengan disertai persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi 

dan juga alasan-alasan yang melatarbelakangi diajukannya permohonan tersebut. 

 Proses pengajuan dan pertimbangan dispensasi nikah dapat bervariasi 

tergantung pada yurisdiksi dan lembaga yang berwenang di negara atau wilayah 

tertentu. Di bawah ini adalah proses pengajuan dan pertimbangan dispensasi 

nikah pada kabupaten Sidenreng Rappang: Mengajukan permohonan: Calon 

pengantin yang memenuhi syarat untuk mengajukan dispensasi nikah harus 

mengajukan permohonan secara resmi ke pengadilan atau lembaga yang 

berwenang. Biasanya, permohonan ini harus diajukan secara tertulis dan memuat 

informasi yang relevan seperti identitas calon pengantin, alasan permohonan, dan 

berkas pendukung yang diperlukan. 
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1. Proses pengajuan dan pertimbangan dispensasi nikah dapat bervariasi 

tergantung pada yurisdiksi dan lembaga yang berwenang di negara atau 

wilayah tertentu. Di bawah ini adalah proses pengajuan dan pertimbangan 

dispensasi nikah pada kabupaten Sidenreng Rappang: Mengajukan 

permohonan: Calon pengantin yang memenuhi syarat untuk mengajukan 

dispensasi nikah harus mengajukan permohonan secara resmi ke pengadilan 

atau lembaga yang berwenang. Biasanya, permohonan ini harus diajukan 

secara tertulis dan memuat informasi yang relevan seperti identitas calon 

pengantin, alasan permohonan, dan berkas pendukung yang diperlukan. 

2. Pertimbangan hakim: Setelah pemeriksaan dokumen, pengadilan atau hakim 

yang berwenang akan mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah. 

Pertimbangan ini mencakup penilaian terhadap alasan yang diajukan dalam 

permohonan, kepentingan umum, kesejahteraan calon pengantin, dan 

kepatuhan terhadap Undang-Undang yang berlaku. 

3. Keputusan dispensasi nikah: Setelah mempertimbangkan semua faktor yang 

relevan, pengadilan atau hakim akan membuat keputusan mengenai 

permohonan dispensasi nikah. Keputusan ini dapat berupa persetujuan atau 

penolakan. Jika permohonan disetujui, calon pengantin akan diberikan izin 

khusus untuk melangsungkan pernikahan meskipun mereka tidak memenuhi 

persyaratan hukum yang biasanya berlaku. 
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2. Faktor yang Melatarbelakangi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama 

Sidenreng Rappang  Kelas IB 

Pernikahan di bawah batas usia pernikahan adalah persoalan yang 

kompleks, sehingga dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, 

Pengadilan Agama harus merumuskan pertimbangan dari berbagai sudut 

pandang, di antaranya pertimbangan secara syar‟i, yuridis, sosiologis, psikologis, 

dan termasuk kesehatan. Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan 

permohonan dispensasi kawin juga harus menyertakan pertimbangan tujuan 

syariah Islam (maqasidu al-shari‟ah), baik dari segi adanya (janibu al-wujud) 

melalui adanya perintah, maupun dari segi tidak adanya (janibu al-‟adm) dengan 

adanya larangan. 

Kewajiban hukum di dalam syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi manusia, tujuan tersebut terdiri dari tiga tingkatan:  

a. al-Daruriyyah, adalah tujuan yang mesti dijaga guna mewujudkan 

kemaslatan duniawi dan ukhrawi, jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka 

kemaslahatan tersebut tidak akan terwujud sama sekali, malahan akan 

berakibat kehancuran dan kerugian.  

b. al-Hajiyyah, tujuan yang mesti dijaga guna memberikan kelapangan bagi 

manusia, jika tujuan tersebut tidak tercapai maka manusia akan mengalami 

kesulitan (mashaqqah).  

c. al-Tahsiniyyah, merupakan tujuan yang mesti dicapai guna terwujudnya 

standar etika dan moral yang baik (akhlakul karimah) di dalam kehidupan 

manusia 
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Setiap tujuan tersebut melingkupi 5 (lima) hal pokok,  

1. Menjaga Agama (hifzu al-din) 

Menjaga agama (hifzu al-din) merupakan salah satu tujuan utama dalam 

maqasid al-syariah, yang memiliki kaitan erat dengan isu dispensasi nikah. 

Dalam konteks hukum Islam, menjaga agama mencakup upaya untuk 

memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dan 

masyarakat sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dispensasi nikah, yang 

sering kali diberikan dalam kasus-kasus di mana pasangan yang akan 

menikah belum mencapai usia yang diatur oleh hukum, dapat dilihat melalui 

lensa ini. Pemberian dispensasi nikah harus dipertimbangkan secara hati-hati 

untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merusak tatanan agama 

dan tetap berada dalam koridor syariah.   

Dalam maqasid al-syariah, menjaga agama bukan hanya berarti 

melindungi praktik-praktik ritual, tetapi juga mencakup perlindungan 

terhadap nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Oleh karena 

itu, pemberian dispensasi nikah harus dilihat sebagai langkah yang 

mendukung tujuan ini. Jika dispensasi diberikan dengan pertimbangan yang 

matang dan melalui proses yang transparan serta adil, maka keputusan 

tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga agama. 

Sebaliknya, jika dispensasi diberikan tanpa pertimbangan yang memadai, hal 

ini dapat berpotensi merusak nilai-nilai yang ingin dilindungi oleh syariah. 

Lebih lanjut, menjaga agama juga berarti melindungi generasi 

muda dari praktik-praktik yang bisa merugikan mereka secara fisik, mental, 
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dan spiritual. Dalam hal ini, pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya 

pernikahan dini menjadi sangat penting. Program-program yang dilakukan 

untuk menurunkan angka dispensasi nikah di Sidenreng Rappang, seperti 

edukasi kepada masyarakat dan kerjasama dengan berbagai pihak, merupakan 

contoh konkret dari upaya menjaga agama dalam konteks maqasid al-syariah. 

Dengan memastikan bahwa pernikahan dilakukan pada usia yang matang dan 

dengan kesiapan yang memadai, kita tidak hanya melindungi individu-

individu yang terlibat, tetapi juga menjaga integritas agama secara 

keseluruhan. 

2.  Menjaga Jiwa (hifzu al-nafs) 

Menjaga jiwa (hifzu al-nafs) merupakan salah satu prinsip dasar 

dalam maqasid al-syariah, yang sangat relevan dalam konteks dispensasi 

nikah. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya melindungi kehidupan dan 

kesejahteraan individu, baik secara fisik maupun mental. Dalam kasus 

dispensasi nikah, memastikan bahwa pernikahan terjadi pada waktu yang 

tepat dan dengan persiapan yang memadai adalah bentuk nyata dari upaya 

menjaga jiwa. Jika pernikahan dini diberikan dispensasi tanpa pertimbangan 

yang matang, hal ini dapat menimbulkan risiko kesehatan fisik dan mental 

bagi pasangan yang terlibat, terutama bagi mereka yang belum siap secara 

emosional dan fisik. 

Selain itu, menjaga jiwa juga berarti melindungi individu dari bahaya 

dan kerugian yang mungkin timbul akibat pernikahan dini. Bahaya-bahaya ini 

bisa berupa komplikasi kesehatan pada ibu muda, risiko kekerasan dalam 
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rumah tangga, serta dampak psikologis yang negatif. Oleh karena itu, 

pemberian dispensasi nikah harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan 

melalui evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut 

tidak akan merugikan kesejahteraan jiwa dari pasangan yang menikah. Proses 

ini harus melibatkan penilaian medis, psikologis, dan sosial untuk 

memastikan kesiapan individu. 

Lebih lanjut, upaya menjaga jiwa dalam konteks dispensasi nikah juga 

mencakup pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai 

risiko dan konsekuensi pernikahan dini. Program-program sosialisasi dan 

edukasi yang dilakukan oleh berbagai pihak di Sidenreng Rappang adalah 

contoh nyata dari implementasi prinsip hifzu al-nafs. Dengan memberikan 

pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai bahaya pernikahan 

dini dan pentingnya kesiapan sebelum menikah, kita dapat mencegah 

terjadinya pernikahan yang dapat membahayakan jiwa pasangan yang 

terlibat. Langkah-langkah ini tidak hanya melindungi individu tetapi juga 

membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera secara 

keseluruhan. 

3. Menjaga Keturunan (hifzu al-nasl), 

Menjaga keturunan (hifzu al-nasl) merupakan salah satu tujuan utama 

dalam maqasid al-syariah, yang bertujuan untuk memastikan 

keberlangsungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Dalam konteks 

dispensasi nikah, menjaga keturunan berarti memastikan bahwa anak-anak 

yang dilahirkan berasal dari keluarga yang stabil dan siap secara fisik, mental, 
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dan finansial. Pernikahan dini yang diberikan dispensasi tanpa pertimbangan 

yang matang dapat mengakibatkan berbagai masalah, seperti 

ketidakmampuan pasangan muda dalam mengasuh anak dengan baik, 

masalah kesehatan pada ibu dan anak, serta ketidakstabilan ekonomi 

keluarga. Oleh karena itu, pemberian dispensasi nikah harus dilakukan 

dengan sangat hati-hati dan melalui proses yang transparan serta adil, untuk 

memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak akan merugikan kesejahteraan 

dan masa depan keturunan yang dihasilkan. 

4.  Menjaga Harta (hifzu al-mal),  

Menjaga harta (hifzu al-mal) merupakan salah satu tujuan dalam 

maqasid al-syariah yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola 

kekayaan serta sumber daya dengan bijaksana. Dalam konteks dispensasi 

nikah, prinsip ini relevan karena pernikahan dini yang tidak dipersiapkan 

dengan baik dapat menyebabkan masalah ekonomi bagi pasangan muda. 

Pasangan yang belum matang secara finansial mungkin mengalami kesulitan 

dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti makanan, tempat tinggal, 

dan pendidikan anak. Oleh karena itu, pemberian dispensasi nikah harus 

mempertimbangkan kesiapan ekonomi pasangan agar mereka mampu 

membangun kehidupan yang stabil dan sejahtera. 

 Dengan demikian, menjaga harta dalam konteks ini berarti 

memastikan bahwa keputusan untuk memberikan dispensasi nikah tidak 

hanya berdasarkan pada pertimbangan emosional, tetapi juga pada analisis 

yang matang mengenai kemampuan finansial pasangan yang akan menikah. 
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5. Menjaga Akal (hifzu al-‟aql) 

Menjaga akal (hifzu al-„aql) adalah salah satu tujuan utama dalam 

maqasid al-syariah yang menekankan pentingnya perlindungan dan 

pengembangan kemampuan intelektual serta mental individu. Dalam konteks 

dispensasi nikah, menjaga akal memiliki relevansi yang signifikan, terutama 

dalam memastikan bahwa keputusan untuk menikah pada usia muda tidak 

menghambat perkembangan pendidikan dan intelektual pasangan. Pernikahan 

dini yang diberikan dispensasi tanpa pertimbangan matang dapat 

mengakibatkan pasangan muda harus meninggalkan sekolah atau 

menghentikan pendidikan mereka, yang pada akhirnya membatasi peluang 

mereka untuk berkembang secara mental dan intelektual. 

Peran orangtua sangat penting dalam hal ini. Orangtua harus 

memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang 

memadai dan mencapai tingkat kedewasaan intelektual sebelum menikah. 

Mereka harus berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan nasihat, serta 

memastikan bahwa keputusan untuk menikah didasarkan pada kesiapan 

mental dan intelektual anak-anak mereka. Selain itu, orangtua juga perlu 

bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah untuk 

mempromosikan pentingnya pendidikan dan menunda pernikahan hingga 

anak-anak siap secara intelektual dan emosional. 

Dengan demikian, menjaga akal dalam konteks dispensasi nikah 

tidak hanya berarti melindungi pasangan muda dari dampak negatif 

pernikahan dini terhadap pendidikan mereka, tetapi juga melibatkan peran 
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aktif orangtua dalam memastikan kesiapan mental dan intelektual anak-anak 

mereka sebelum mereka memasuki kehidupan pernikahan. 

Dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan Agama selama ini 

tidak selalu mengabulkan permohonan. Di antara pertimbangan yang 

dikemukakan oleh Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan 

dispensasi kawin adalah karena permohonan tersebut beralasan secara syar‟i, 

yuridis, dan sosiologis, antara lain: 

a) Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, jika laki-laki telah memiliki 

pekerjaan dengan penghasilan yang cukup dan jika perempuan telah terbiasa 

melakukan tugas kerumahtanggaan. 

b) Keluarga kedua belah pihak sudah sama-sama menyetujui berlangsungnya 

pernikahan.  

c) . Berdasarkan fakta hukum di persidangan, hubungan kedua calon mempelai 

sudah sedemikian erat, sudah ada indikasi jika tidak segera dinikahkan akan 

melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat 

merusak tatanan kehidupan sosial yang baik.  

d) Kedua mempelai tidak ada halangan secara syar‟i untuk menikah. 

Adapun pertimbangan Pengadilan Agama ketika menolak permohonan 

dispensasi adalah ketika Pengadilan Agama tidak menemukan fakta hukum yang 

menjadi dasar permohonan tersebut beralasan secara syar‟i, yuridis, dan 

sosiologis untuk dikabulkan. 

Dispensasi nikah hanya dapat diberikan, jika berdasarkan fakta hukum 

yang terbukti di persidangan setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik 
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syar‟i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan, pernikahan tersebut 

sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syariat Islam 

(maqasidu al-shari‟ah) guna menjaga keselamatan keturunan (hifzhu al-nasl), 

tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin 

(hifzhu al-nafs) serta keberlanjutan pendidikannya (hifzhu al-aql). Tujuan 

tersebut mesti berada pada tingkatan al-daruriyyah atau sekurang-kurangnya al-

hajiyyah. Apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan, berdasarkan fakta 

hukum yang terbukti di persidangan, akan terjadi kerusakan disebabkan 

hubungan yang diharamkan oleh Allah Swt, yakni zina. Di persidangan 

ditemukan fakta hukum seperti yang bersangkutan pernah ditangkap oleh 

masyarakat ketika berdua-duaan di tempat yang sunyi (khalwat) atau sekurang-

kurangnya yang bersangkutan sering berdua-duaan, bertemu, atau menunjukkan 

hubungan dekat lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta hukum yang hidup di tengah masyarakat (living 

law), meskipun keduanya telah diingatkan oleh pihak keluarga dan berbagai 

pihak lain yang berwenang.  

Di samping fakta hukum di atas, sebagai jaminan atas keselamatan jiwa 

pihak-pihak yang terikat di dalam ikatan pernikahan (hifzhu al-nafs) serta 

keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi kawin (hifzhu al-aql), 

juga mesti ditemukan fakta hukum bahwa yang bersangkutan telah memiliki 

kemampuan untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga, adanya 

rekomendasi secara medis (fahsu al-tib), serta yang bersangkutan memiliki 
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komitmen untuk menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun. 
90

Jika hanya 

ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa pernikahan mendesak untuk 

dilakukan semata-mata disebabkan prilaku kedua calon mempelai yang sudah 

mengarah melakukan atau medekati perzinaan, namun pada sisi lain tidak 

ditemukan fakta hukum yang dapat menjamin terpeliharanya jiwa dan akal, 

sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan tersebut tidak beralasan untuk 

dikabulkan. Pihak-pihak terkait, kedua calon mempelai beserta keluarga kedua 

belah pihak, berkewajiban mencegah terjadinya tindakan yang diharamkan di 

dalam syariat Islam. 

C. Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB dalam 

Meminimalisir Perkara Disepensasi Nikah 

Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang 

merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi 

teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan 

tugasnya.
91

 Dalam hal ini Pengadilan Agama  mempunyai peran kewajiban untuk 

bertanggung jawab yang signifikan dalam pencegahan perkawinan anak di 

Indonesia. Ia mempunyai kewenangan untuk menentukan boleh tidaknya seorang 

anak perempuan dan laki-laki di bawah 16 tahun untuk melangsungkan dan 

mencatatkan perkawinannya secara hukum. Pengadilan Agama   dapat dikatakan 

sebagai terminal akhir dalam proses perkawinan anak. Seorang anak yang ditolak 

KUA untuk melangsungkan perkawinannya karena faktor umur masih dapat 
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 Robbins, S,  Perilaku Organisasi. (Jakarta:Salemba Empat,2002)h.50. 
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mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Namun jika 

Pengadilan Agama  juga menolak permohonan dispensasi itu, maka anak tersebut 

tidak boleh melangsungkan perkawinan dan mencatatkannya secara hukum. 

Fenomena meningkatnya jumlah perkawinan pada usia dini mendorong 

pemerintah dan berbagai pihak masyarakat yang prihatin untuk mengambil 

langkah-langkah pencegahan. Hal ini termasuk dalam upaya mencari akar 

permasalahan serta solusinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh lembaga 

pemerintah dan masyarakat, diketahui bahwa faktor-faktor yang memengaruhi 

tingginya angka perkawinan dini sangat kompleks. Di antaranya adalah rendahnya 

tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang sulit, faktor sosial, budaya, dan 

pemahaman yang terbatas terhadap nilai-nilai agama. Menariknya, dalam konteks 

Indonesia, ada aspek-aspek penting yang perlu dipahami terkait dengan perkawinan 

pada usia dini. Termasuk di dalamnya adalah definisi dari perkawinan dini itu 

sendiri, batasan usia minimal yang mengizinkan perkawinan dilakukan, serta peran 

lembaga-lembaga terkait yang bertugas dalam mencatat, mengawasi, dan 

memberikan dispensasi terhadap pelaksanaan perkawinan tersebut.  

Di Indonesia, lembaga untuk melakukan pencatatan dan pengawasan 

pelaksanaan perkawinan bagi yang beragama Islam adalah Kantor Urusan Agama 

(KUA)yang berada di bawah Kementerian Agama, sementara bagi pemeluk 

agama selain Islam adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) 

yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri5. Sedangkan lembaga untuk 

memberikan dispensasi kawin untuk pemeluk agama Islam adalah Pengadilan 

Agama . 
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Parameter responsibilitas menurut Jabra dan Dwivedi Widodo, jika 

dikaitkan dengan pencegahan dispensasi nikah antara lain: 

1. Pemahaman akan tanggung jawab 

Pemahaman mengenai tanggung jawab hakim dalam mencegah dispensasi 

nikah merupakan aspek penting dalam sistem hukum pernikahan. Hakim 

memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa dispensasi nikah hanya 

diberikan dalam keadaan yang benar-benar memenuhi syarat-syarat yang 

ditetapkan oleh hukum. Ini berarti bahwa hakim harus secara teliti memeriksa 

setiap permohonan dispensasi nikah yang diajukan, memastikan bahwa alasan 

yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan memastikan 

bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan 

kesejahteraan pasangan yang bersangkutan. Selain itu, hakim juga memiliki 

tanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam proses 

dispensasi nikah dipandu dengan baik dalam memahami implikasi dari keputusan 

yang akan diambil.  

Pembicaraan informal dan formal oleh Hakim Pengadilan Agama 

Sidenreng Rappang   Kelas IB,  Heru Fachrurizal, S.H.I.  tentang pemahaman 

akan tanggung jawab dalam memeriksa perkara dispensasi nikah, perkara yang 

diteliti harus “memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak”, sebagaimana 

disebutkan dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak dan Undang-undang 

Perlindungan Anak, diterjemahkan pula sebagai “demi kemaslahatan anak”.
92
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 Heru Fachrurizal Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara, Sidrap 

26 April 2024 
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Dalam putusan-putusan pengadilan sering kali dikutip kaidah-kaidah fiqhiyah 

seperti “Menolak dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar 

kemaslahatan”, “Mencegah yang membahayakan lebih diprioritaskan daripada 

meraih keuntungan”, “Apabila dua mafsadat bertentangan, maka yang harus 

diperhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya, dengan memilih yang lebih 

ringan mafsadatnya”, dan lain-lainnya. Nampaknya yang dimaksud dengan 

kemaslahatan di sini adalah terhindarnya anak dari perbuatan melanggar 

hukum-hukum agama, seperti hubungan yang terlalu dekat, bermesra-mesraan, 

atau bahkan perzinaan. Jadi, jika anak itu dikawinkan akan lebih maslahah. 

Sedangkan yang dimaksud dengan dua mafsadat di sini, boleh jadi adalah (1) 

mafasadat kekhawatiran pasangan anak perempuan dan laki-laki ini melakukan 

perbuatan zina, dan (2) mafsadat berbagai masalah sebagai akibat perkawinan 

anak. Jika mafsadat nomor (1) dianggap lebih besar dari mafsadat nomor (2), 

maka konsekwensinya permohonan dispensasi kawin akan dikabulkan. 

Namun jika sebaliknya, maka permohonan dispensasi ditolak. Lalu 

pertanyaannya, hakim menganggap mafsadat manakah yang lebih besar, nomor 

(1) atau nomor (2). Peran Pengadilan Agama dalam pencegahan perkawinan anak 

di antaranya ditentukan oleh jawaban hakim tersebut. Hal lain yang terkait 

dengan dikabul dan ditolaknya dispensasi kawin adalah pelaksanaan ketentuan 

yang terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Pasal 6 Ayat (1). Ketentuan itu berbunyi bahwa perkawinan harus 

didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pemeriksaan hakim tentang 

persetujuan kedua calon ini sangat terkait dengan pencegahan perkawinan anak.  

Dengan memegang teguh prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan 

sosial, hakim berperan dalam menjaga integritas institusi pernikahan dan 

mencegah penyalahgunaan dispensasi nikah untuk kepentingan yang tidak benar. 

Dengan demikian, hakim memiliki tanggung jawab moral dan profesional yang 

besar dalam mencegah dispensasi nikah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 

hukum dan moral yang berlaku. 

2. Pemberian wewenang sesuai tanggung jawab 
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Pemberian wewenang yang sesuai dengan tanggung jawab hakim 

memiliki peran penting dalam upaya menurunkan angka dispensasi nikah. 

Sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas penegakan hukum pernikahan, 

hakim memiliki kekuasaan untuk melakukan penilaian yang cermat terhadap 

setiap permohonan dispensasi nikah yang diajukan. Dengan memberikan 

wewenang kepada hakim untuk melakukan pemeriksaan yang teliti dan 

menyeluruh terhadap setiap kasus dispensasi nikah, baik dari segi legalitas 

maupun keadilan, sistem hukum dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan 

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.  

Berikut sudut pandang masyarakat dalam wewenang sesuai tanggung 

jawab Hakim dalam memutus Pekara. Pertama wawancara dilakukan Penulis 

terhadap Pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   

Kelas IB, Pemohon berharap salah satu pertimbangan Hakim sehingga 

permohonan dispensasi nikah yang dapat dikabulkan adalah apabila yang 

dimohonkan dispensasi nikah sudah dalam keadaan hamil, sebagaimana yang 

dikemukakan sebagai berikut : 

… orang yang masuk ke Pengadilan Agama, sudah parah, telanjur 
hamil, lamaran sudah diterima, sudah dijadwalkan hari pestanya 
sehingga hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan 
permohonan dispensasi nikah. 

 

Berbeda lagi sudut pandang dari tokoh masyarakat sekaligus pemuka 

agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang H. Ibrahim 

Thoai.S.H menerangkan bahwa
93

 : 
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… banyak segi yang kita lihat. Artinya kalau tidak kita kabulkan dan 

disitu banyak yang sudah tahu dan mendapatkan hukuman sosial dari 

masyarakat. Ini sebenarnya bukan musibah tapi perbuatan rusak, tapi 

karena kita lihat kalau kita tidak kabulkan apa dampaknya buat dia. Dia 

rasakan bagaimana mafsadahnya, untung karena laki-laki mau 

bertanggung jawab kalau tidak mau bagaimana. Tentunya dia mau 

mengajukan dispensasi karena mau bertanggungjawab, itu dari segi 

maslahatnya. Sementara kalau tidak dikabulkan kemudian laki-lakinya 

sudah lari, tentu sudah menanggung mafsadah, sudah melakukan dosa, 

kemudian dia menderita, tidak ada yang bisa bertanggungjawab untuk 

dirinya dan anak yang dikandungnya. Sementara kalau kita kabulkan, 

artinya laki-laki ini mau bertanggungjawab memelihara dia dan anaknya. 

Di situ bisa tergambar dibanding kalau kita tidak kabulkan. 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan 

bahwa hakim dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum 

atas fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian seorang hakim harus 

mampu menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

terdapat dalam masyarakat. 

Hakim bebas dalam memutuskan perkara yang merupakan bahagian dari 

kebebasan kekuasaan kehakiman yang dimilikinya dan dijamin oleh undang- 

undang serta produk hukum dari pengadilan merupakan hasil dari keputusan 

hakim yang mengikat bagi siapapun yang berperkara dan atau yang berkaitan 

dengan hal tersebut. 

Dengan demikian, pemberian wewenang yang sesuai kepada hakim 

merupakan langkah yang penting dalam memutus perkara dispensasi nikah 

dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada 

pertimbangan yang obyektif dan berlandaskan hukum. 
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3. Adanya evaluasi kerja 

Implementasi evaluasi kinerja oleh Ketua Pengadilan terhadap hakim 

merupakan strategi yang signifikan dalam upaya menurunkan angka dispensasi 

nikah. Dengan adanya evaluasi ini, hakim akan merasa dipertanggungjawabkan 

atas kinerja mereka dalam menangani kasus dispensasi nikah. Ketua Pengadilan 

dapat menetapkan kriteria evaluasi yang jelas, termasuk kemampuan hakim 

dalam menerapkan hukum pernikahan dengan benar, kepatuhan terhadap 

prosedur hukum yang ditetapkan, dan keadilan dalam mengambil keputusan. 

Selain itu, evaluasi kinerja juga dapat mencakup analisis terhadap jumlah 

dispensasi nikah yang diberikan oleh setiap hakim, dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi pola-pola yang tidak wajar atau peningkatan yang signifikan 

dalam pemberian dispensasi nikah. 

 Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB Hj. Hidayani 

Paddengngeng, Lc.,M.H., terhadap evaluasi kinerja hakim, mengemukakan bahwa 

sebaiknya pernikahan dilakukan di usia yang sudah matang sehingga pasangan 

suami istri mampu menjalankan tugas dengan baik, sebagaimana yang beliau 

kemukakan
94

 : 

Banyaknya permohonan yang disetujui atau pun di tolak oleh Pengadilan Agama 
Sidenreng Rappang   Kelas IB menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sidenreng 
Rappang   Kelas IB merupakan titik akhir dalam proses perkawinan anak, 
sehingga Hakim harus lebih cermat dalam mengadili fakta di persidangan. 
Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering 
kali mempertimbangkan antara dua kemudaratan, kemudaratan yang terjadi akibat 
perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudaratan yang akan 
terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Hakim sering kali menerima 
permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudaratan yang akan 
terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudaratan 
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yang terjadi akibat perkawinan dini, Dimana besar kemungkinan akan rusak 
keturunan (al-nasl) serta kehormatan (al-„irdl) kedua calon mempelai tersebut. 
Pertimbangan hukum (tasbib al-ahkam/legal reasoning) yang dikemukakan oleh 
Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dirumuskan 
berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Fakta hukum tersebut 
sejauh ini didapat berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai, 
dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan sidang. 
 
4. Tindakan-tindakan akurat adil dan tepat waktu  

Langkah-langkah yang akurat, adil, dan tepat waktu dalam menetapkan 

sebuah penetapan oleh Hakim dalam kasus dispensasi nikah di pengadilan 

Agama adalah sangat penting untuk memastikan keadilan dan integritas dalam 

sistem hukum pernikahan. 

Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB H. 

Jamaluddin, S.E.,S.Ag.,M.H., terhadap tindakan-tindakan akurat adil dan tepat 

waktu hakim, mengemukakan
95

 : 

Pertama, Hakim harus melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap 

fakta-fakta yang terkait dengan kasus, memastikan bahwa semua 

informasi yang relevan telah dipertimbangkan dengan teliti sebelum 

membuat keputusan. Kedua, keputusan Hakim harus didasarkan pada 

penerapan hukum yang tepat, dengan memastikan bahwa hukum 

pernikahan yang berlaku diterapkan dengan benar dan keputusan yang 

diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Ketiga, proses pengadilan 

harus dilakukan secara terbuka dan transparan, memberikan kesempatan 

bagi semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan pendapat mereka 

dan memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat 

dipertanggungjawabkan. Keempat, Hakim harus mematuhi batas waktu 

yang telah ditetapkan untuk menetapkan keputusan, memastikan bahwa 

proses peradilan berlangsung dengan efisien dan memberikan kepastian 

hukum yang cepat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. 

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Hakim dapat menetapkan 

penetapan dalam dispensasi nikah dengan akurat, adil, dan tepat waktu, 
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menjaga integritas sistem peradilan dan melindungi hak-hak individu 

yang terlibat dalam kasus tersebut. 

Keinginan  atau persetujuan sejati dari anak merupakan aspek yang sangat 

penting sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditegakkan oleh Konvensi Hak Anak 

dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam konteks permohonan dispensasi 

pernikahan, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keinginan 

sebenarnya dari anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus atau 

disabilitas, ditemukan dan didengar dengan sebaik mungkin oleh pihak yang 

mengajukan dispensasi dan oleh hakim itu sendiri.  

Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang tertanam dalam hukum 

perlindungan anak, yang menekankan pentingnya menghargai hak anak untuk 

berpartisipasi dalam proses keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. 

Dalam konteks perkawinan anak, pemahaman yang mendalam tentang keinginan 

dan kebutuhan anak sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan 

kesejahteraan anak diutamakan.  

Oleh karena itu, hakim perlu mengambil langkah-langkah aktif untuk 

memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam proses dispensasi 

nikahmemiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan keinginan 

mereka deSngan jelas dan tanpa tekanan. Ini melibatkan pendekatan yang sensitif 

dan memperhatikan kebutuhan khusus anak-anak, termasuk mereka yang 

mungkin memiliki keterbatasan dalam menyampaikan pendapat mereka secara 

verbal atau fisik. 

Dengan demikian, upaya maksimal harus dilakukan oleh hakim untuk 

memastikan bahwa suara dan keinginan anak-anak, terutama mereka yang rentan, 
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dihargai dan menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan terkait 

perkawinan anak. Hal ini merupakan implementasi konkret dari komitmen untuk 

melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa kepentingan mereka menjadi 

prioritas utama dalam setiap keputusan yang dilakukan oleh lembaga peradilan.
96

 

Mengabulkan permohonan dispensasi kawin atau menolak permohonan 

tersebut akan dihadapkan kepada dialektika pertimbangan di antara dua 

kemudaratan yang mungkin terjadi. Majelis Hakim harus mempertimbangkan 

secara seksama dari berbagai aspek pertimbangan, sebagaimana disebutkan di 

atas, kasus per kasus (case to case) yang tidak bisa digeneralisir. Majelis Hakim 

harus mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin dari berbagai aspek 

pertimbangan, baik syar‟i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan. 

Guna menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan 

alternatif terakhir yang ditempuh para pihak, maka penulis berpendapat perlu ada 

beberapa ketentuan khusus dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi 

kawin
97

, yakni sebagai berikut: 

a. Permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh kedua orang tua anak yang 

dimohonkan dispensasi kawinnya, sebagai para pemohon, kecuali salah 

satunya telah meninggal dunia, dan jika kedua orang tua telah meninggal 

dunia, permohonan dispensasi kawin hanya dapat diajukan oleh wali yang 

telah ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan. 
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b. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunteir ke Pengadilan 

Agama yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal anak yang dimohonkan 

dispensasi kawinnya.  

c. Majelis Hakim hanya dapat menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan 

dispensasi kawin setelah mendengar keterangan kedua orang tua dari kedua 

belah pihak dan kedua calon mempelai. 

d. Surat pernyataan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya 

bahwa ia sanggup untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul dari ikatan 

pernikahan.  

e. Surat pernyataan penghasilan dari anak yang dimohonkan dispensasi 

perkawinannya dan diketahui oleh pejabat yang berweang.  

f. Bagi anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya harus menuntaskan 

wajib belajar 9 (sembilan) tahun, dibuktikan dengan ijazah atau pernyataan 

secara tertulis dari yang bersangkutan dan surat keterangan dari lembaga 

pendidikan di tempat ia menjalani proses pendidikan.  

g. Permohonan dispensasi kawin harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan 

hukum acara perdata yang berlaku, di antara bukti surat yang harus diajukan 

oleh para pemohon adalah surat rekomendasi/pertimbangan secara medis 

(fahsu al-tib), seperti hasil pemeriksaan dari dokter spesialis kebidanan dan 

psikolog, serta dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat. 

Dari berbagai persyaratan teknis pengajuan permohonan dispensasi kawin 

di atas, penulis berpendapat perlu diklasifikasikan menjadi dua kriteria, yakni 



124 
 

 

persyaratan formil dan materil
98

. Persyaratan formil mengakibatkan permohonan 

tidak dapat diterima ketika persyaratan tidak terpenuhi, seperti permohonan harus 

diajukan oleh kedua orang tua. Adapun persyaratan materil mengakibatkan 

permohonan ditolak jika tidak terpenuhi, seperti surat pernyataan kesanggupan 

menjalankan kewajiban pernikahan dari anak yang dimohonkan dispensasi 

perkawinannya dan pernyataan akan menuntaskan kewajiban belajar 9 (sembilan) 

tahun.  

Peran Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB memiliki dampak 

yang sangat besar dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Sebagai institusi 

terakhir dalam proses pelaksanaan perkawinan anak, Pengadilan Agama Sidenreng 

Rappang  Kelas IB memiliki kewenangan hukum untuk menentukan apakah 

seorang anak diizinkan atau tidak untuk menikah. Dari data yang tersedia, terlihat 

bahwa sebagian besar permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan ke 

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB akhirnya disetujui. Alasan utama 

yang sering disebutkan adalah untuk menjaga kemaslahatan anak serta mencegah 

pelanggaran terhadap syariat Islam seperti pergaulan bebas dan perzinaan. 

Peran Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB dalam hal ini 

adalah meningkatkan ketatnya pemeriksaan terhadap persyaratan administratif, 

memberikan penjelasan yang cukup kepada para pihak terkait, menggali keinginan 

sejati dari anak yang bersangkutan, serta mempertimbangkan dengan seksama 

manfaat dan kerugian yang mungkin timbul dari perkawinan anak tersebut. Dengan 
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pendekatan yang teliti dan bertanggung jawab, Pengadilan Agama Sidenreng 

Rappang  Kelas IB berusaha untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil 

mengenai perkawinan anak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, nilai-nilai agama, 

dan kepentingan terbaik bagi anak. 

Dalam prosesnya, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB tidak 

hanya mempertimbangkan aspek administratif semata, tetapi juga berupaya untuk 

memahami secara mendalam konteks sosial, budaya, dan agama yang 

mempengaruhi keputusan tersebut. Hal ini mencerminkan komitmen Pengadilan 

Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB dalam menjalankan fungsi pencegahan yang 

lebih luas, yaitu melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak serta mencegah 

terjadinya praktik-praktik yang dapat membahayakan mereka. 

Dengan demikian, responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  

Kelas IB bukan hanya sekadar memberikan persetujuan atau penolakan terhadap 

perkawinan anak, tetapi juga melibatkan upaya yang berkelanjutan dalam 

menganalisis, memahami, dan menanggapi setiap kasus secara individual dengan 

memperhatikan berbagai faktor yang relevan. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan 

Agama Sidenreng Rappang  Kelas IB tidak hanya menjadi bagian dari sistem 

hukum formal, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak anak 

dan mempromosikan kesejahteraan mereka dalam konteks perkawinan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan data data dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sejak adanya 

perubahan UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia 

perkawinan minimal menjadi 19 tahun, di tiap tahunya Pengadilan Agama 

Sidenreng Rappang Kelas IB telah mengalami penurunan signifikan 

dalam permohonan dispensasi nikah. Ini dicapai melalui program edukasi, 

sosialisasi kepada masyarakat, kerja sama dengan instansi terkait, serta 

pengawasan yang ditingkatkan dari orang tua dan tokoh masyarakat untuk 

mengurangi perkawinan dini di Kabupaten Sidenreng Rappang 

2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya angka dispensasi nikah di 

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor ekonomi, kurangnya 

pendidikan, serta norma sosial dan budaya yang masih kuat. Selain itu, 

kehamilan di luar nikah dan tekanan ekonomi keluarga juga berkontribusi 

signifikan terhadap tingginya permohonan dispensasi nikah. Kurangnya 

pengawasan dan edukasi dari orang tua terhadap anaknya juga 

memainkan peran penting dalam meningkatnya angka dispensasi nikah di 

daerah ini. 

3. Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB juga 

sangat signifikan dalam pencegahan perkawinan anak. Peran Pengadilan 

Agama Sidenreng Rappang   Kelas IB di sini adalah memperketat 



127 

 

 

pemeriksaan syarat-syarat administrasi,melakukan penjelasan, menggali 

kehendak anak yang sebenarnya serta melihat maslahat dan mafsadat 

yang sebenarnya dari perkawinan anak. 

B. Implikasi 

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di lingkungan 

Pengadilan Agama, maka simpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi 

dalam bidang hukum dan sosial kemasyarakatan serta penelitian-penelitian 

selanjutnya. Sehubungan hal tersebut maka implikasinya adalah sebagai 

berikut : 

1. Implikasi Teoritis 

Temuan dari penelitian ini memberikan arahan yang berharga bagi para 

hakim di Pengadilan Agama untuk meningkatkan ketelitian dan kehati-

hatian dalam proses pemeriksaan, pertimbangan, dan penetapan 

permohonan dispensasi nikah. Dengan demikian, diharapkan konflik 

sosial yang mungkin timbul akibat penetapan tersebut dapat 

diminimalisir, serta dampak negatifnya dapat diredam untuk mencegah 

terjadinya keresahan di tengah-tengah masyarakat. Dengan 

memperhatikan hasil penelitian ini, hakim dapat mengambil langkah-

langkah yang lebih tepat dan mempertimbangkan secara seksama setiap 

permohonan dispensasi nikah, sehingga keputusan yang diambil dapat 

mencerminkan keadilan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. 

2. Implikasi Praktis 

Temuan dari penelitian ini memberikan saran yang bernilai bagi para 

orang tua untuk mempertimbangkan dengan serius ketika memutuskan 

untuk menikahkan anak-anak mereka. Disarankan agar mereka tidak 
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menikahkan anak-anak pada usia yang belum matang secara fisik maupun 

psikologis, atau menunda pernikahan hingga mereka mencapai usia yang 

tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar 

anak-anak tersebut dapat menikah pada waktu yang tepat, ketika mereka 

telah matang secara psikologis, sehat secara fisik dengan organ reproduksi 

yang sudah sempurna, tidak terganggu pendidikannya, dan memiliki 

kesiapan ekonomi yang memadai. Dengan mempertimbangkan hasil 

penelitian ini, diharapkan para orang tua dapat mengambil keputusan 

yang lebih baik dan bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak 

mereka. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk menggali lebih 

dalam tentang aspek-aspek lain yang terkait dengan pernikahan dan 

kesejahteraan keluarga. 

C. Rekomendasi 

1. Untuk masyarakat umum : Dalam upaya menurunkan angka 

permohonan dispensasi nikah, penting bagi para orang tua untuk 

memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terkait 

pernikahan. Kepatuhan terhadap aturan-aturan ini tidak hanya 

berdampak pada penurunan jumlah dispensasi nikah, tetapi juga 

penting untuk menjaga konsistensi dan integritas institusi pernikahan. 

Oleh karena itu, para orang tua dihimbau untuk tidak menikahkan 

anak-anak mereka tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 

hukum. Dengan demikian, diharapkan angka dispensasi nikah dapat 

ditekan, sehingga pernikahan menjadi lebih stabil dan terjaga dalam 

bingkai ketentuan hukum yang berlaku. Kesadaran akan pentingnya 

ketaatan terhadap peraturan ini tidak hanya memperkuat institusi 

pernikahan, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menjaga 
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harmoni sosial di masyarakat. 

2. Untuk tokoh masyarakat : Adalah penting bagi tokoh-tokoh masyarakat 

dan agama untuk secara aktif memberikan pemahaman kepada 

masyarakat tentang pentingnya menunda usia pernikahan bagi anak di 

bawah umur. Mereka harus mendorong kesadaran akan dampak negatif 

yang mungkin timbul jika seseorang menikah pada usia yang belum 

matang, baik secara psikologis, kesehatan, pendidikan, maupun 

ekonomi. Ini mencakup risiko terhadap kesejahteraan psikologis 

individu yang belum siap menghadapi tanggung jawab pernikahan, serta 

dampak pada kesehatan fisik akibat kurangnya kesiapan organ 

reproduksi. Selain itu, pernikahan pada usia yang belum matang juga 

dapat mengganggu kelangsungan pendidikan dan pembelajaran, serta 

memengaruhi stabilitas ekonomi keluarga di masa depan. Dengan 

memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implikasi dari 

pernikahan usia dini, tokoh masyarakat dan agama dapat memainkan 

peran penting dalam membentuk kesadaran dan perilaku masyarakat 

untuk mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan yang sehat bagi 

anak-anak dan remaja. 
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